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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas
perkenan-NYA Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
[LKj) Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSPF Provinsi Sulawesi Tengah
merupakan laporan rutin yang diterbitkan secara tahunan untuk
menilai pencapaian kinerja dalam bentuk pertanggungjawaban
tertulis atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
tugas pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan
perizinan dan non perizinan.

Atas penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025
ini kami mengharapkan adanya wmasukan berupa saran-saran
perbaikan agar penyusunan Laporan Kinerja (LKj) di tahun yvang akan
datang dapat lebih baik Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima
kasih atas segala bentuk partisipasi semua pihak yang berperan
dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini. Semoga Laporan Kinerja

(LKj) ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Palu, 01 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Maodal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Rintu
Provinsi Sulawesi Tenga

‘Moh. RIFANL S.Sos.. M.Si.
Pembina Utama Madya IV /d
NIP. 19710423 200003 1 002
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025 berisi laporan pencapaian
sasaran strategis wang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2025. Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan ditunjang capaian Indikator Kinerja Program wvang
dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah diukur
dari 4 (empat) indikator wyaitu Jumlah WNilai Investasi Bersekala Nasional
(PMDN/PMA) (Rp) dengan jumlah Nilai Investasi di tahun 2025 sebesar Rp
127.209.764 atau sebesar 90.86%, Jumlah Investor Bersekala Nasional
(PMDN/PMA) (Proyvek) dengan Jumlah Investor Bersekala Nasional di tahun
2025 sebesar 2.700 atau 98.18%, Kenaikan/penurunan Nilai Reaslisasi PMDN
(Milyar Rupiah]) dengan jumlah Realisasi di tahun 2025 sebesar 7.992 atau
173.73%, Pada tahun 2025 Rasio Daya Serap Tenaga Keja (orang/Ferusahaan)
dengan Realisasi investasi di tahun 2025 sebesar 18 atau 35.12%. factor
Hambatan ketidak tercapaian target yaitu Guncangan Finansial Investor Global:
Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal
(contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional
besar pada unit di daerah, termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI,
memastikan masalah hukum di Tiongkok dan tidak menarik aset di Indonesia
melalui restrukturisasi kepemilikan adalah solusi saat ini.

Oversupply & Korelisi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton
menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu sikap wait and
see investor untuk ekspansi lini produksi baru hal ini merupakan hambatan
tidak tecapainya target, Menghentikan pemberian izin baru untuk smelter nikel kelas 11
(Nickel Pig Iron/NPI) vang telnologinya kurang efisien dan menyebabkan surplus, Harga
nikel kelas 11 (NPI} adalah vang paling terdampak oleh surplus. Solusinya adalah beralih ke
produk nikel kelas I yang lebih bernilai tinggi, Mengalihlktan sumber energi smelter dari

PLTU batu bara ke sumber energi yang lebih murah dan ramah lingkungan dalam jangka



panjang (seperti hidro atau surya), yang juga meningkatkan nilai jual produk nikel di pasar
Barat {LME) serta engurangi ketergantungan pada London Metal Exchange (LME) dengan
menciptakan indeks harga nikel sendiri yang mencerminkan realitas pasokan nikel
Indonesia sebagai produsen terbesar dunia merupakan solusi saat ini

Selain itw Kepatuhan ESG dan S5Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHK
terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan
lingllungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal
global juga merupaka hambatan tidak tercapainya realisasi, solusi saat ini yvang
dapat di ambil yvaitu Sentimen negatif muncul karena ketidalkpastian. Solusinya adalah
keterbukaan misalnya Membangun platform publik yang menampilkan data kualitas udara,
pengolahan limbah (tailing), dan penggunaan air secara transparan yang dapat diakses
investor, ulai mengganti sumber energi smelter dari batubara ke gas alam [LNG]) atau
energi terbarukan (Hydropower) sebagaimana yang mulai dijajaki di beberapa blok
tambang di Sulawesi, Meningkatkan investasi pada program pengembangan masyarakat
(C5R) yang substantif, bukan sekadar bantuan tunai, untuk meminimalkan konflik sosial
vang sering merusak skor ESG.

Dan tidak  tecapainya realisasi juga |karena Transisi Regulasi:
Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan fundamental pada
sistem OS5 RBA, yang pada fase awal menyebabkan pelambatan administrasi
perizinan teknis (Media Justitia), solusi utnuk mengatasi hambatan ini yaitu
enguatan peran DPMPTSP Provinsi/Kabupaten untuk memberikan asistensi langsung
(tatap muka) bagi investor yang izinnya "tersanghkut” karena bug sistem atau perubahan
nomenklatur KELI, Memastikan basis data profil pengusaha sudah terintegrasi sempurna
dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Dukcapil untuk mempercepat proses cleansing data
di awal pendaftaran, nyelenggaraan bimbingan teknis oleh Kementerian
Investasi/BKPM mengenai perubahan modul dalam PP No. 28 Tahun 2025, khususnya
terkait kewajiban baru bagi investasi asing (PMA), Mengaktifkan Satgas untuk menangani
kasus-kasus investasi strategis wyang terhambat secara administratif Jika sistem
mengalami stuck lebih dari waktu yang ditentukan, Satgas memiliki wewenang untuk
mendorong percepatan verifikasi manual oleh kementerian terkait serta menambah beban

data (dokumen persyaratan yang lebih detail), infrastruktur server di Pusat Data Nasional



(PDN]} harus dipastikan mampu menangani lonjakan lalu lintas data tanpa downtime

DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah mendapat Prestasi dan Penghargaan yang
diperoleh DPMPTSP di tahun 2025 sebanvak 4 (empat) yaitu Predikat A dalam SAKIP
Aword 2025 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Penganugerahan Predikat
Penilaian Kepatuahan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas Tertinggi,
Mitra Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas
Kontribusi Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di
Sulawesi Tengah, eringkat 5 pada Penganugarahaan Keterbukaan Informasi Publik
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat
Daerah Informatif.

Aanggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 sebesar Rp.
14.979.558.910,- terealisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp. 13.311.830.381,- atau
88,74% dan realisasi fisik 100%.

vi
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good Governance)
merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam
mencapai tujuan dan cita-cita pembangunanan. Untuk mewujudkan tatakelola
vang baik, maka setiap daerah harus meyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sesuai peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun
2014 tantang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yvang
berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

1. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum
pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar didasarkan pada
perturan perlUndang-Undangan yvang berlaku, kebijaksanaan dan transparan
dan dapat dipertangggungjawabkan

2. Menjadikan instansi pemerintah yvang akuntabel sehingga dapat beroperasi
secara efisien, efelttif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan
lingkungan.

3 Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak wyang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah

4, Sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi

serta sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan
pengendalian atas kualiras kinerja sekaligus menjadi pendorongk kebaikan
kinerja dalam rangaka terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik.

Laporan [Kinerja merupakan dokuemen  akuntabiitas untuk

pertangcungjawaban pemerintah, prestasi instansi dan evalusi terhadap

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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1.2

pelaksanaan program kerja dalam dalam mecapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, membandingkan antara target Kinerja (yang tercantum dalam
Perjanjian Kinerja/PK] dengan realisasi aktual, serta memberikan analisis
capaian tersebut. LKj merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas,
fungsi dan kewenangan instasi pemerintah. Mengukur, medokumentasikan dan
melaporkan hasil capaian program selama satu tahun anggaran.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah wvang telah ditetapkan dengan
peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor
57 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan laporan ini sebagai
perwujudan akuntabilitas atas kinerja wyang telah di lakukan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Sulawesi Tengah pada Tahun 2025.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan fasilitasi dan informasi kebijakan penanaman

modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, Dinas PMPTSP

Provinsi Sulawesi Tengah yvang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Peranghkat Daerah

Provinsi, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 71 Tahun 2016 Dinas
PeSnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi

Sulawesi Tengah mempunyai ftugas membantu Gubernur melaksanakan

PROVINSI SULAWESI TENGAH n
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Urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu yvang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan vang
ditugaskan Kepada Daerah Provinsi

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi Perencanaan dan

Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal,

Pengolahan Data dan Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, serta

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layvanan yvang menjadi kewenangan

daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan

tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Perumusan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan

Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelenggaraan

Pelayvanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan

Pelaporan Layanan;

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Pengembangan [klim
Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pengolahan Data dan
Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
Penyvelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal,
Pengolahan Data Informasi, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal, Penyvelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan, Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

3. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu; dan

PROVINSI SULAWESI TENGAH n
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4. Pelaksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh gubernur terkait dengan
tugas dan fungsinyva

Selanjutnya  besaran  Oraganisasi Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, membawahi

— Sub Bagian Program
— 5Sub Bagian Keuangan dan Asset
— Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan [klim Penanaman Modal

membawahi :

— Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda

d. Bidang Promosi Penanaman Modal

— Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda

e. Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal:

— Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Mudal

f. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
— Fungsional penata Kelola Panaman Modal Ahli Muda

g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan perizinan Dan MNon Perizinan

— Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda
h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

— Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda

i. HKelompoeok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dapat
dilihat pada Gambar 1.2

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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Gambar 1.2 Strulttur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pntu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Peraturan Gubernur

Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022
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Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sumber

dava pegawai dengan komposisi berdasarkan esselonering sebagaimana

terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Esselonering
Eselonering Jumlah Pegawai

Eselon II 1 Orang
Ezelon II 1 Orang
Ezelon IV 1 Orang
Paruh Waktu 22 Orang
Jabatan Fungsional 73 Orang
Jabatan Pelaksana 638 Orang
Honorer /Tenaga Kontrak 8 Orang
Jumlah 175 Orang

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah pegawai DPMPTSP sebanyak 175 orang,
terdiri dari Eselon 1l berjumlah 1 orang, Eselon Il berjumlah 1 orang, Eselon
IV berjumlah 1 orang, paruh waktu berjumlah 22 orang, dan Jabatan
Fungsional berjumlah 73 orang, Jabatan pelaksanan berjumlah 68 orang dan

tenaga kontrak/honorer berjumlah 8 orang.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan golongan dapat dilihat
pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumiih Pegawed Bardaearkan Galaagan
Golongan Jumlah Pegawai

Golongan [ 0 Orang
Golongan II 2 Orang
Golongan I 37 Orang
Golongan IV 17 Orang
Golongan I¥ (PPPEK) 85 Orang

Golongan V (FFFK) & Orang
Non Golongan 28 Orang
Jumlah 175 Orang

PROVINSI SULAWESI TENGAH ﬂ
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Berdasarkan tabel 1.2, pegawai DPMPTSP terdiri dari 2 Orang
Golongan II, 37 orang Golongan III, 17 orang Golongan IV, 85 orang
Golongan IX (P3K], & orang golongan Golongan V (PPPK) dan 28 orang
MNon Golongan.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan jabatan dapat dilihat
pada tabel 1.3.

Tabel 1.3
Data Pegawal EBerdasarkan [abatan

Jabatan Jumlah Pegawai
Kepala Dinas 1 Orang
Sekretaris 1 Orang
Kepala Bidang & Orang
Kepala Sub Bagian 3 Orang

Jumlah 11 Orang

Berdasarkan jabatan (tabel 1.3), pegawai DPMPTSP terdiri dari 1
orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 5 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala
Sub Bagian, dan 15 orang Pejabat Fungsional.

Komposisi pegawai DPMPTSP berdasarkan tingkat pendidikan
dapat dilihat pada tabel 1.4,

Tabel 1.4
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
53 52 51 DI DI SL.TA | SMP s5D Jumlah

0 15 129 1 0 30 0 0 175

Dari tabel 1.4, berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPMPTSP
yvang berpendidikan 53 berjumlah 0 Orang, 52 berjumlah 15 orang, S1
berjumlah 129 orang, DIIl berjumlah 1 orang, dan 5LTA berjumlah 30
orang. Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur telah
dilakukan upaya-upaya berupa pemberian pendidikan dan pelatihan
kepada aparatur di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya bagi aparatur

yvang bertugas di bidang pelayanan perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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meningkatkan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan
Pendidikan dan Pelatihan wvang diberikan antara lain pendidikan
dan pelatihan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Online Single Submission (055].
Keadaan inventaris dan Perlengkapan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember

2025 dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini:

Tabel 1.5
Keadaan Inventaris dan Perlenglkapan

4 Tanah

2 Peralatan dan Mesin

3 Gedung dan Bangunan

4 Jalamn, irigasi, dan jaringan

5 Aset tetap lainnya

1.575.408.500,0C
10.208.558.963.00
23.590.070.616,00
381.777.650,0C

73.298.850,000

Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset lainnya 943.651.900,00

Jumlah 35.829.114.579,00

Selain sarana dan prasarana sebagal penunjang kegiatan rutin, Dinas
Penanaman Modal dan PTSP juga memiliki sarana dan pendukung layanan
Informasi Potensi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebagai
upava pendekatan kepada masyarakat pemohon perizinan yaitu berupa:

a. Gerai/Outlet Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan utuk
mrmfasilitasu.
Saat ini DPMPTSP Provinsi sulawesi Tengah telah mempunyai Mal
Pelayanan Publik (MPP), wang berfungsi untuk penyelenggaran
pelayanan dilakukan secara terintegrasi dan terpadu melalui Mal
Pelayanan Publik Provwvinsi Sulawesi Tengah. (Pergub No. 37 Tahun
2019 Tentang MPP). Keberadaan MPP ini menjadikan Pemerintah
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1.3

Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Pemerintah Prowvinsi ke-dua di
Indonesia setelah DEKI yang mempunyai Mal Pelayanan Publik, serta
provinsi pertama di Indonesia yang menggabungkan pelayanan dengan
Pemerintah Kota /Kabupaten.

Mobil Lavanan Keliling (Site Mobile Service)

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinana Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu 3Satu Pintu Prowvinsi Sulawesi Tengah
selain melayani didalam Gedung DPMPTSP juga mengoperasikan mobil
layanan keliling (Site Mobile Service)

Isu - Isu Strategis

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Daerah (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi tersebut diatas, masih banyvak masalah bersifat umum wvang

dihadapi. Adapun permasalahan atau isu strategis sesuai dengan Renja

Tahun 2025 tersebut sebagai berikut:

1.

Kompetensi sumber daya aparatur DPMPTSP belum seluruhnya
memadai.

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggarapelayanan belum
optimal.

Belum maksimalnya penyelenggaraan event — event pameran promosi
investasi.

Sebagian Kabupaten/Kota tata ruangnya belumdilegal formalkan
sehingga peruntukan lahan di sejumlah wilayah menjadi tumpang tindih

dan mempengaruhi investasi didaerah.

Sebagian Kabupaten/Kota belum Menyusun Rencana Umum Penanaman
Modal, wang merupakan dokumen perencanaan strategis di bidang
penanaman modal.

Sebagian Kabupaten/Kota untuk regulasi kemudahan investasi deerah
belum seluruhnya tersedia

Sebagian Kabupaten/Kota belum optimal menyelenggarakan pelayanan

perizinan berbasis 055
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1.4 Tindak Lajut LHE AKIP Tahun 2024

Kendala
; Rencana Progres Pelaksanaan ;
No. Rekomendasi Tindak Lanjut ey SN Tindak Lanjut Link Data
1 | Menyusun perencanaan Membuat Masih menganilisis
kinerja dengan analisis pencapaian untuk
memberikan analisa pencapaian Masih tiap program
dalam pencapaian target | kinerja Proses
kinerja
2 | Lengkapi Dokumen Dolumen
Rencana Aksidengan HKAK/TOR akan
KAK/TOR dilampirkan Selesai - https;//drive.google.com/drive/folders/1xS2AWABPrNdAE4qxU4aYduClJEEWLO9S
pada Dokumen
Rencana Aksi
3 | Lengkapilaporan Menambahkan Telah buat Horeksi untuk
monitoring dan evaluasi kedalam jadwal/ Perbaikan Penilaian
dengan permasalahan Laporan rencana Sakip tahun
dan solusi Monitoring monitoring Depan, karena
Permasalahan Laporan Monev yg . : = ; 7
dan Solusinya telah selesai dibaat | Pitps://drive.google.com/drive/folders/1x W2td12h3FrBQVBmoNn9zoCjivMTL b
belum disertai
dengan kolom
Permasalahan dan
Solusi
4 | Menyusun laporan Laporan kinerja Monitoring
kinerja secara berkalaper | dibuat per (sesuai
triwulan (3 bulan ), dan triwulan bulan saat
lakukan monitoring dan ini yaitu di
evaluasi secara bherkalas bulan Juli
atas realisasi rencana 2025) https:/ /drive.zoogle.com/drive ffolders /1x W2td12h3FrBEQVEmoNn9zoCjiYMTL b

aksi kinerja agar
diketahui progress
capaiannya dan ditindak
lanjuti.
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HKendala
i ek o Pelaksanaan
. encana Tinda es ; -
No. Relkomendasi Lanjut Pe]aksg:naﬂn 'II:::T: Link Data
5 | Seluruh pegawaiagar | Tersedianya PEIKI SKP szeluruh
merumuskan dan dan SKP Pegawal
menetapkan tersedia
perencanaan kinerja dalam bentuk
yang selaras dengan Laporan
kinerja instansi Selezai Monitoring https:/ /drive.google.com /drive ffolders/1rgH-KxPmVE21zS115Y AaZgRZsYcHS25Y
{membuat Perjanjian Sasaran
Kineraj/Indikator Kinerja
Kinerja Individu Pegawai
seluruh Pegawai dan Tahun 2024
SKP)
& | Memanfaatkan Terwujudnya Masih di
tekhnologi Pelayanan & sosializasikan
informasifaplileasi Evaluasi kinerja . ke bidang-
dalam pengukuran online [ Bekin ) M Proces bidang
kinerja
7 | Lakukan sosialisasi Jadwalkan, Buat Undangan | Masih
tentang penguluran Laporkan, Rapat Menentulan
kinerja individu Dokumentasikan Sosializasikan, waktu
kepada seluruh Pelaporan Laksanakan dan | pelaksanaan
pegawail Dokumentasikan | menyesuaikan
waktu dengan
Pimpinan
8 | Lengkapi setiap Menetapkan Notulis | Membuat Surat | Perlunya
kegiatan rapat atau Setiap Bidang dan Keseluruh Penunjukkan
pertemuan dengan Mendokumentasikan | Bidang/Sub Motulen Rapat
notulen rapat, daftar | Setiap Rapat Bidang Untuk Kegiatan
hadir dan membuat https://drive.google.com /drive/folders /1xbX¥I7 -1 NyHySf UJAMEImHKqudWrFWxP
dokumentasi yang Notulensi
mengungkapkan Rapat/Notulen
keterlibatan

pimpinan
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Riarasi Kendala
No. Rekomendasi Tindak Fel’:"g“s n Fd;_l‘:;;l:m Link Data
Lamjut Lanjut
9 | Pelaksanaan monitoring | Menugaskan Sementaradi | Masih dalam
dan evaluasi dilakukan Pejabat sosialisasikan | Proses
oleh pegawai yang E=zzelon 3 sosialisasi
memilik kompetensi Untuk ke Bidang-
dan pernah mengikuti Melakukan bidang
sosialisasifdiklat Monev dan
mengenai pengukuran Membuat
dan pengumpulan Berita Acara
realisasi data Monev
kinerja,pegawai eselon 2 | Tandatangan
dan 3 terlibat dalam Hadis
pelaksanaan monev
dengan bukti tanda
tangan beritas acara
monitoring evaluasi
oleh Pimpinan OPD dan
masing-masing Kepala
Bidang
10. | Membuat Berita Acara Buat No.9 Sementaradi | Masih dalam
Hasil Monev rencana PerTW sosialisasikan | Proses
Alksi dan capaian sosialisasi
kinerja pertriwulan dan ke Bidang-
ditandatangani oleh bidang
masing-masing kepala
bidang dan seluruh
pegawal.
11. | Lakukan tindak lanjut
atas seluruh Hasil
Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Tahun 2023.
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki perencanaan yang
berorientasi pada hasil vang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.
Perencanaan wvang dilaksanakan di tahun anggaran 2025 ini adalah
perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi
(Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan TerpaduSatu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 serta vang diuraikan dalam
Rencana Kerja (Renja) tahun 2025.

Dalam dokumen Renstra OPD DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

terdapat Visi-Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :
“Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian Dan
Industri Berbasisi Sumber Daya Alam yang Maju,
Sejahtera dan Berkelanjutan”

Berdasarkan vwvisi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
tersebut maka dalam prospektif jangka panjang, pembangunan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai
tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyvataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mememecahkan permasalahan, dan menangani isu
strategis daerah yvang dihadapi. Tujuan berisi target yvang bersifat kuantitatif
dari suatu organisasi dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran
keberhasilan kinerja suatu organisasi. Adapun tujuan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah yaitu :

1. Mewujudkan Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

2. Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara

Profesional dan Akuntabel.
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Sasaran adalah hasil wang diharapkan dari

tujuan tersebut yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu lima (tahun]}. Adapun sasaran

Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Nilai Investasi yang Berkualitas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Tujuan, sasaran, indikator kinerja serta target yang akan dicapai oleh

DPMPTSP disajikan dalam Tabel 2.1

Strategi DPMPTSP dalam mencapai

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra DPMPTSP
I : INDIKATOR = e e N R | T Oty eEjime-l
oo | oo | P o] o e e Bal]
1 2 3 4 s B 7 ] ] e 12
! S| | _ ! |
Meningkatnya IMemngkatn','a [fumiah investor | Proyek 2730 2750 2rm 2790 2810 2830 2850
Nilal investasi |Nilai Investasi !h-erskala nasional '
Daerah ying {PMON/PMA] | S
| Barkualita: | lumlah niflal RP Juta 128800000 | 140.000000] 140100000 140200000 140300.000] 140400.000] 140500000
Einue-.ta.si
berskala
nasionalFMDN/ . ]
Kenaikan/Penuru | Milyar 4.530 4,600 | 4610 4.820 4630 4640 4,650
| man Nitai Rupiah
Realisasi PMON ) il
Rasio Daya Serap | Orang/ 50 51 52 53 54 55 56
[Tenaga Kerja Parusaha :
(Cranm/ i !

ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.

7. Meningkatkan kualitas

ketersediaan sarana prasarana

pelayanan;

peluang investasi;

penanaman modal;

Arah kebijakan wyang ditetapkan

Meningkatkan kualitas Sumber

4. Menciptakan [klim Investasi Yang Kondusif;

pendukung

tujuan dan sasaran yang

Daya Aparatur dan optimalisasi

penyelenggaraan

Optimalisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Meningkatkan promosi potensi daerah yang didukung ketersedian data

pelayanan perizinan dan non perizinan

pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP sebagai berikut:

dalam mendukung

strategi
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Mengembangkan dan Menigkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintah
daerah;

Menyedialkkan Sarana Prasarana Prasarana Pendukung wang terkait
dengan urusan penanaman modal, utamanya moubeler, wifi dan lainnya;
Menciptakan iklim investasi kondusif van g berkelanjutan di daerah
melalui penerbitan regulasi dan penyvusunan kajian kawasan investasi
baru;

Mengembanglkan kegiatan promosi dan layanan informasi melalui website;
Menyiapkan data potensi unggulan daerah untuk peluang investasi;
Alrselerasi peningkatan jumlah realisasi investasi baik, PMA, PMDN,

maupun non fasilitas;

Peningktan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis IT

yvang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Strategi dan arah kebijakan DPMPTSP periode 2021-2026 dapat dilihat

pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Z.2

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah HKebijakan DPMPTSP

] mﬁnw’iﬁ b Fortanisn dan indostrl Sorbasis Sombor Days Alnm yaog)|
il #Illll *I'!'! = 3 =1 X -
'-.'I'."ﬂ-ﬂ = H-It"#lljuﬂ-l-ﬂ-h jis vurmlesl lsabuajris ilan proafulenil me sl pernimgebseam . elommoaend Bunriuesm i
L m—qd\mmd-‘mm eleareonl kernioymt s v e rkoe il ke
_ﬂ_‘t_ll._ - 'I‘ﬂ_.jm I _m Strmtegi Armbh Kebijaioan
i rirrplonimym Milmd AMeninghnimnyvn Bfersirygbesyilomrs ouumiit s By gy komey ol
Imwetetaai Daorabh Nilmi nvescoasi Sumber Darn Aparatur e ninglarioan Sk
W alian O b i Agmmralir Pooosecron sk
Bl b i s Hetoracdimamn Sharanm dam Dizrrakh
Erasmrmrus Penco ko .
P nye be T Rgar aan = Mofaycdimboan Sarans ciam
el e’y Prsscarama Prmcdo koongs
yong Terhmin Lirssmnn
e i ents b ana] Pl cunuamia
Peeiisuarsraesy Mol ol
P rnine
| - Bferacipstalomrs lclism Ao meaptaionn 1kl
Inwvesian yang Koodusd investasi Konduaill vang
Borkelonpeian «i Dasrak
- eningkatican Prommosd - Mengembanghkon Heglaton
Potensl Diyernb yang FPromeosd e Laace i
Crztuboang Keterae dlinee Prvsrnassl Mgl
Lisatzs Frlussampr Drave st oo Monyvinphoan Do Poren s
Unggulan Daerah wnook
Peliumrg Do s
- Oyptimmiinasi Fengradasiian - Meningkatkan Ke patuahan
PFeinlcenruann  Fenararmearn Pololon Usabho oemngaen
Sl oecliadl P ruve e o s i
Elirmltsinphor. Tolodis LR
Secnrn FPerics sinammibsa nggarm
Alcmerlorams Poonarsgbos sy
dumdah Realisasi |nvestast
PhLA deun PRI
Seningboe ko Kismlitaes - Penimgthoitsan okt
o by sarnsary e risinoens ol P lmyoonmrn  Porissnamn o
Mo Perssimaon Monm Pertsineamn Berbsasis TT
waarag Bherosianuse gl
| W pasansaiy P lnrgspren

Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
Pencapaian sasaran Tahun Anggaran 2025 DPMPTSP dilaksanakan

melalui 6 (Enam) program vang terdiri dari 15 (Lima Belas) kegiatan dan 36
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(Tiga Puluh Enam]) sub kegiatan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang

terkait langsung pencapaian sasaran Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel

Konsuleasi Skod

2.3.
Tabel 2.3
Strulttur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sazaran Tahun 2025
DFA 2025 DFA 2025
; . Sehelum Secudah Bertambah/
Nao Sasaran Program,Kegiatan;/Sub Kegiatan
/ / FPerubahan Perubahan Berlorang
(Re) (Rp)
JUMLAH
1 Meningkatn; RAM UNJANG URIUSAN
Nilai Inmlz:}? PRGER’NTPEN D.H.EG s PROVINSI 14.643.217.154 13.709.130.510 1.633.273.707
yang 7
z Pe , Pengangzaran, Dan Evaluasi
berkualiatas m’:}m s uecak 316.236.250 463.677.600 24.071.097
Penyusunan Dolumen Peren P £
5 F:h etz Persigles 226.541.550 388.545.350 21.253.409
E’::f;a“;: ﬁg;ﬁm[. LEIE;"::];%E&M 33.716.700 26.716.700 522,204
Evaluasi Kinerja Peranpkat Daerzh S0.978.000 428.415.550 2.295.484
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.195.375.175 11.552.141.218 1.563.727.97
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN 10.3600330L.375 10.204.827.568 1549826423
Penyediaan Administrasi Pelakzanaan Tugas ASN 1.678.320,000 1156440000 S.600.000
PI dﬂﬁm:gnﬁlmaha. s o Da’slkpd 20,380,650 14.997.000 626,560
Koordinasi Dan P unan L. He
Cis T';fun sm?m g 2wl 54.503.100 118.024.100 3.076.021
PI E“SE’."] hocin Dt Pentyaeapian; Bahan Tatezapen 31.130.600 51,383.400 ceann
gzgfﬁﬁﬂm P] E“F”;;”“ LE":;“;’I;E““@“ 50.650.450 46.465.150 542.070
Administrasi Barang Milik Daerah pada
42.5Z23.600 B7.925.050
Perangkat Da=rah 5.767.250
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang x
Milik Daersh pada SKFD M= i s 5.767.250
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dasrah 108.324.700 Z0.1Z2.200 370461
Penudrzcn D Pengakabizin A dmiinistiast 36.739.200 9,649,200
Kepegawaian 47111
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawsi Berdazarkan
T1.585.500 47
Tugas Dan Fungsi ISR 281,350
Administrasi Umum Peranghat Daerah 334.814.855 250.509.900 16.282.910
Penyediaan Komponen Instalasi £
Listrik/Pe . Kantar 17 606.900 33.253.700 202640
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan SE.830.250 45,267.200 886,540
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan
320.377.705, 171.989.000 15,086,430
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Tabel 2.3

Struktur Program, Hegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait
Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 (Lanjutan)

DPA 2025 DFA 2025
i i Sebelum Sesudah Bertambah/
No Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Perubahan Berl
(Rp) (Rp)
JUMLAH
3 ;[5;_"’@'[ E'm}:i f,:"gamm‘%‘“"l B;'a' E“Eﬁh”’]‘k Binceal Femumis Mchen 217.199.660 55.521.520 854.090
berlmaliatas Pengadzan Mehel 108,564,260 55.521.590 854020

;‘;n}mehdm” JasaPenmiing Utusin P tton 935.867.114 £33.257.152 17.446.628
P i =3 Ko ikasi, SumberD Air Da
gt e Ja=a Kommmikash Sember Deya & 480.977.352 389,976,472 8814776
Penvedizan Jaza Pelayanan Umum Kantor 454 B89.762 3432800680 8631852

gemmp:"“’ f—:f“'*“gl n’;‘iﬂ‘ D'“l rah Penunjang 432.875.200, 405.975.200 4795297
Penyedizan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau 324939100 262,389,100 2558847
Kendarazn Dinas [zhatan
Pemeliharaan Peralatan Dan Meszin Lainnya 54.056.700 E2.226.700 531700
Ezﬁ’i’:mﬂ E“;{ ﬁiﬁfﬂj’ Smf:‘jnaﬂm 53.880,000 81.360.000 1704750

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN

MODAL 590.933.000 494622150 4,330,202

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang

Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan 117.212.800 93.778.900 L&6626

Daerah Provinsi
Penetapan Kebijakan Daerzh Dalam Femberian
Fasilitas {Insentif Dan Kemudshan P o Madal 10.356.150 10.103.700 o
ia:ll:dzfl Kemitraan Yang Dilakulan Oleh Pemerintah 5,214,300 0.350 246,346
Rekomendasi Kebijzkan Selzor Usahz Yang
Regulasinya Dikarmonizasi Terkzit Perizinan 50602 350 19.584.850 320.220
Berusahz Berbasiz Resiko

Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 473.720.200 400.843.250 3.T63.5T6
E‘;E”;Eh“"lp";‘“ Ema Veopa Deivsncsozom gl 273.707.700 219,157.250 3453474
Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi 200.012.500 181.686.000 310.102

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 303.217.488 279.908.250 13.943.366

P le Pro: iP aman Modal Y;

Mmmxe e gmmﬂ“' I 303.217.488 279.908.850 13.943.366
;imm “E’:‘};‘“‘E Promnost Renanamer Mot 257,712,438 237,508,650 11,699,865
Penyusunan Stf'atE_Q ?mmus: Penanaman Modal ASE05.050 47400200 2,343,500
Kewenangan Provinsi
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Tahel 2.3

Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Terkait

Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025 [Lanjutan)

DPA 2025 DFA 2025
. ; Sebelum Sesudah Bertambah,
No Sasaran Program,Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Prrhikai Resuiang
(Rp) (Rp]
JUMLAH
1 Meninglatmya PROGRAM PELAYANAN PELAYANAN
Nilai I 7 PENANAMAN MODAL 281.903.700 S509.676.150 7.620.518
yang Penanaman Modal Yang Ruang Linglupnya
berkualiatas Lintas Daarah Kab /Kota 241.903.700 4&4.000.600 7.620.518
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Melalii Sisten Perizinan Berusaha Berbasiz 174.890.400 227.210.100 5.367.525
Risiko Terintegrasi Secara Elekrronik
Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan 23
Di Bidang Perizi Be haBesbasis Rizika 40.634.650 166.194.500 231,455
Penvediasn Dan Pengelolzan Layanan
Honenltas Perizinan B ha Berhasiz Risiko 26.378.650 70.596.000 2.021,538
Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan
Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi 40.000.000 45,675,550 o
Kewenangan Daerah Provinsi
Hoordinaszi Dan Sinkronizasi Penetapan gyt s
Pemberian Fasilitaz/Insentf Dasrzh AAR000000 Saniaahd a
POGRAM PENGENDALI PELAKSANAAN
145928450 262.968.900
PENANAMAN MODAL 5.716.416
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
145.928.450 262.968.900
Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5.716.416
Pengawacan Penanaman Modal 103 729500 94.089.950 S.067.020
Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan
Yamg Dihadapi Pelaku Uszha Dalam 5.038.950 25.208.950
Merealizazikan Kegiatan Uszhanya 226.950,0
Bimbingan Telmis Kepada Pelaku Usaha 37.100.000 137.670.000 T
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM
B8.065.250 :
INFORMASI PENANAMAN MODAL 350.317.250 7,844,330
Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi
Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman 0ES
Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Dasrah o A T
Provinsi 2.844.320
Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data
Dan Informasi Perizinan Berbasis Sisteny 7
Pelayanan Perizinan Berussha Terintegrasi k062 kAL
Secara Elektronik 2544320
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2.3

Sasaran pertama, Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN
dilaksanakan melalui 5 (lima) program vaitu Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Program Pengelolaan
Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal serta terwujudnya Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan Akuntabel
dilaksanakan melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelayanan
Penanaman Modal. Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan
program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran tahun 2025
adalah sebesar Ep. 1.270.428.400,- dan bertambah sebesar Rp.746.684.358,-
menjadi Rp. 2.017.112.788,- pada anggaran perubahan 2025.

Selain program yang terkait langsung dengan pencapaian sasaran,
juga dilaksanakan 1 (satu) program pendulkung. Program pendukung ini
terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu] sub kegiatan.
Program pendukung pencapaian sasaran tahun 2025 yang dilaksanakan
yvaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan total
anggaran Rp. 14.643.217.154,- dan berkurang Rp. 93.4086.644,- menjadi
Ep. 13.709.130.510,- pada anggaran perubahan 2025.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada
tahun 2021- 2026 mempunyai 3 Indikator Utama. Indikator pertama,
jumlah nilai inwvestasi bersekala nasional [(PMA/PMDN). Indikator ini

dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA.

Indikator Kedua, jumlah investor bersekala nasional (PMA/PMDN].
Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah proyvek PMA/PMDN wang

berinvestasi.

Indikator Ketiga, adalah Indeks Kepuasan Masyarakat ([(IKM).
Indikator ini mengukur tingkat kepuasan masyvarakat (Penggunaan
Layanan Perizinan) terhadap pelavanan perizinan vag diberikan DPMPTSP

Prowvinsi Sulawesi Tengah, dapat dilihat pada Tabel 2.4
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Tahel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)} DPMPTSP Thun 2021-2026
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Pada RENSTRA tahun 2025 - 2029 terdapat 4 (empat) Indikator Utama (IKU).

Indikator Pertama, jumlah investor berskala nasional (FMDN/PMA). Indikator ini dihitung

berdasarkan jumlah proyek PMDN /PMA vang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator ini

dihitung berdasarkan realisasi nilai investasi dari perusahaan PMDN/PMA di wilayah

Sulawesi tengah

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini dihitung

berdasarkan nilai realisasi investasi dari perusahaan PMDN di wilayah Sulawesi tengah

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung berdasarkan

perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah perusahaan PMA dan

PMDN vang berinvestasi di wilayah Sulawesi tengah.

Tahel 2.5
Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Thun 2025-2029 (Lanjutan)
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Sesuai dengan desh arsitektur, Indikator Kinerja Utama (IKU) Murni

p a d a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada

tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Indikator Kinerja Utama (IKU)] murni DPMPTSP Thun 2025 (Lanjutan)

Ni: Realsas Ivestas
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Julah Nl Ivestast i Peoleh Dart Jumlah Regisest
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Berdasarkan IKU tahun 2025 terdapat 1 (satu) Indikator Utama wyaitu

meningkatnya nilai realisasi investasi. indikator ini dihitung berdasarkan Jumlah Nilai

Investasi di Peroleh Dari Jumlah Realizasi Investasi Sulawesi Tengah yang di Release

Olen BEKPM /Kementerian Investasi Setiap Triwulan.

Setelah RPJMD dan Renstra tahun 2025-2029 terbaru terbit maka IKU

mengikuti RPJMD dan Renstra terbaru, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU)]

p a2 d a DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada

tahun 2025 berubah, perubahn IKU tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) murni DPMPTEP Thun 2025 (Lanjutan)
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Pada Indikator Kinerja Utama (IKEU) Perubahamn pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2025
terdapat 4 (empat) Indikator Utama [IKU).

Indikator Pertama, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA). Indikator
ini dihitung berdasarkan jumlah Realisasi Investasi Bersekala Nasional PMDN/PMA
(Release Data EKPM). Jumlah Nilai Investasi di Peroleh Dari Jumlah Reaslisasi Investasi
Sulawesi Tangah yvang di Release Olah BKPM /Kementrian Investasi Setiap Triwulan.

Indikator kedua, jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA].
Indikator ini dihitung berdasarkan Nilai Investor Bersekala Nasional PMDN/PMA
(Release Data BEPM). Jumlah Investor Diperolsh dari Jumlah Proyek Yang Berinvestasi
di Sulawesi Tengah Bedasarkan Release 0Olah BEPM/Kementrian Investasi Setiap
Triwulan.

Indikator ketiga, kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN. Indikator ini
dihitung berdasarkan Realisasi PMDN Teknis Ewvaluasi-Realisasi PMDN, Tahun
Sebelum Ewaluasi di Bahagi Realisasi PMDN sebelum Ewaluasi di Kali 100%.
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN diperoleh dari pengurangan Realisasi
PMDN tahun Ewvaluasi dengan tahun sebelumnya Dibagi Realisasi PMDN sebelum
Tahun Evaluasi Dilaki 100%

Indikator keempat, rasio daya serap tenaga kerja. Indikator ini dihitung
berdasarkan perbandingan jumlah Tenaga Kerja Indonesia [TKI) Pada Perusahaan
di bahagi PMA/PMDNJumlah Seluruh PMA/PMDN. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
diperoleh Dari Hasil Pembahian Jumalah Temnaga Kerja Perusahaan PMA/PMDN
Dengan Jumlah Seluruh Investor/Proyek PMA /PMDN.

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan wvang
ditetapkan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan HKepala DPMPTSP

dizsajikan berikut :
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientast pada hasil, knmi yang bertanda tangan di bawah ini |

Nama : MSADLY LESNUSA, 5.50s., M.Si
Jabatan : Plh.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinte Provins:
Sulawesi Tengah

selanjutnya discbut Pihak Pertama

Nama : H. RUSDY MASTURA
Juhatan : Gubermur Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya discbut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanii akan -

|. Mewujudkan target kinerja vang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti vang tweinh ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersehut menjadi
tanggung jawab kami.

2. Berkomitmen mewujudkan target kinecja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daersh sesuai target vang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring Evalunsi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEF),

Pibak Kedus akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinefja dari perjunjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Jomwon 2025

FIHAK KEDUA

Nip. qus 109203 1 003

PROVINSI SULAWESI TENGAH



Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Ne. Sasaran Strutegis Indikator Kinerja Target
[L}] 4] - 5
I | Meninghkatrya Nilwi Investasi dan Nilai Realisasi Imvestasi Rp  95.000.000,000,000
Kualitas |'saha yang disertal dengan
meningkatiya daya saing dan
penempatan lenaga kerja
]
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Penunjang Unisen Pemerintahan Dacrah Provins Rp. 1464321715400 AFBD
2. Pengembangan lklim Penanaman Modal Rp. 590.933.000,00 APBD
5. Promosi Penanaman Modal kp. 303217 ARKD0 APFBD
4. Pengendalian Peliksanaan Penanaman Modal Kp. 262,968 900,00 APRD
5 - formuast Penanasman
: I"“I'"l_' TGS Rp.  350.317.25000 APBD
& Pelaymnan Penanaman Modal Rp. $09.676.150,00 APBD
TOTAL ANGGARAN Rp. 16.660.329.942.00
Palu, 30 Jomar 2028
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Pih. KEPALA
PELAYANAN

PENANAMAN MODAL DAN

Pembina Ltama Madya
Nip. 19720225 199203 1 003
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama . MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Jabatan  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID

Jabatan . Gubemur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Maonitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 5 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUBWSQ% SI TENGAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
7 N PELAYANAN-TERPADU SATU PINTU PROVINS|
of (038 o4 Y\ — SOUAWES! TENGAH
Nk (& P \%
¥ e | ¥

wh e = I = o -
l\-\.i.q‘ Ernm .-' Madya. Ivid
“NIP 16710423 200003 1 002
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target 11
1 | Meningkatnya Nilai | Jumiah Nilal Investasi Berskala Nasionall 140.000.000
Investasi yang (PMDN/PMA) (Rp)
Berkualitas
Jumiah Investor Berskala Nasional 2.750
(PMDN/PMA) (Proyek)
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi 4,600
PMDN (Milyar Rupiah)
"Rasio Daya Serap Tenanga 51
Kerja(Orang/Perusahaan)
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan APBD
Rp.
Daerah Provinsi P- 13.974.405.189,00
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp. 479.604.000,00 APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 201.384.300,00 APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Rp. APBD
Modal 123.878.450,00
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal Rp. 68.065.300,00 APBD
6. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 162.624.950,00 APBD
TOTAL ANGGARAN Rp. 15.01 0.062.189,00
Palu, 1s September 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH AQDAL DAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran vang
telah ditetaplkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk
mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai
salah satu prasyarat untuk terciptanva pemerintahan wyang baik dan
terpercayva. Dengan demikian setiap instansi pemerintah harus memberikan
pertanggung jawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan
kinerja serta tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan kolektif secara
transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untulk meminta keterangan
atau pertanggung jawaban.

3.1 Capaian Kinerja

a. Membandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini
Ewvaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

hasil /realisasi vang dicapai dengan target/rencana yvang tertulang dalam

Penetapan Indikator Kinerja DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun

2025. Capaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Mo SE‘EE“E;’E Indikator Kinerjz Satuan Tarset Healizasi o
-1 -2 -3 -4 -5 -& -7
1 M.En:lnglaﬂﬁn Jumlah Imvestor
Nilain Eerskals Nasional Proyek 2750 2700 9%
ff"‘m (PMDN/PMA]
ang
berlualitas Jumlah Nilai
Investasi Berskala
uts 140.000.000 127.208.764 a1
Mazional el %
(PMDN/PMa)
Kenzikan/Penurunan
Milzi Realiza=i PMDMN Milyar Bupiah 4,600 7.992 17435
{Milvar Rupiah)
Rasio Daya Serap
Tenzga Kerja COrang/Perusahazan 51 hik:3 35%
{Oransz/Perusahaan)
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Capaian Indikator Kinerja pada Tabel 3.1 dari indikator nilai
realisasi investasi, jumlah perusahaan yang berinvestasi, serta indeks
kepuasan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Target investasi pada Tahun 2025 wyang ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja wyaitu sebesar Rp. 140.000.000 (RP Juta),-.
Realisasi investasi pada Tahun 2025 wyaitu sebesar Rp.
127.209.764.000,- dan target dengan capaian sebesar 91%,
dengan rincian sebagai berikut:

» MNilai realisasi investasi PMDN dapat dicapai dengan total

realisasi investasi PMDN Ep. 7.900.000.000.000,-.

» Nilai realisasi investasi PMA dapat dicapai dengan total

realisasi investasi PMA Ep. 119,00.000.000.000,-.

2. Target jumlah investor berskala nasional yang berinvestasi belum
dapat tercapai. Berdasarkan data perkembangan investasi tahun
2025, dari target 2.750 proyek Januari — Desember Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah menerima Laporan Kegiatan Penanaman
Modal Perusahaan sebanyak 2.700 Laporan sebesar 989%.

3. Target kenaikan/Penurunan nilai realisasi PMDN, indikator
berdasarkan nilai investasi dari perusahaan PMDN di wilayah
Sulawesi Tengah tahun 2025 yaitu sebesar Rp. 7.992.000.000,- dari
target Rp. 4.600.- (Milyar Rupiah]} dengan capaian sebesar 174%;

4. Rasio daya serap tenaga kerja berdasarkan perbandingan jumlah
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumalah perusahaan PMA dan
PMDN yang berinvesatsi diwilayah Sulawesi Tengah pada tahun 2025
dengan target capaian sebesar 51 Orang/Perusahaan, Realisasi
sebesar 18 Orang/perusahaan dan capaian sebesar 35%.

Capaian realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu
Pintu tahun 2025 belum dapat terealisasi dikerenakan beberapa faktor
penghambat yaitu: Guncangan Finansial Investor Global: Kebangkrutan atau

masalah finansial pada induk perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu
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Delong di Tiongkok) menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah,
termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga:
Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menyebabkan harga nikel tertekan
(CNEC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk ekspansi lini
produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: Sanksi dari KLHEK
terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran aturan
lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen negatif di pasar modal
global serta Transisi Regulasi: Implementasi PP No. 26 Tahun 2025 membawa
perubahan fundamental pada sistem 055 RBA, yang pada fase awal

menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia).

b. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini

Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisisi dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :
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Tabel 3.2

Perbandingan Realizasi Capaian Kierja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Bebarapa Tahun Terakhir

Sas=ran Strategis

Indibator Hinerja

2023

2024

-3

Realisas

Capaian (3¢)

Realicass

Target

Meningkatkan
Milzin Investasi
Yang berlmalitas

Jumizh Investor
Berskala Nazicnal
[PMDN/PMA]

2750

8%

Jumlzh Nilai Investasi
Berzkala Masional
[FMDN /PMA]

140.000.000

127.209.764

1%

Kenaikan/Penurunan
Milai Realisasi PMDMN
(Milyar Rupiah}

4,600

7,992

17408

Rasio Daya Serap

Tenaga Kerja
{Orang/Peruzahaan)

51

18

35%

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA 2025 sebesar 2750 proyek

Sedangkan Jumlah Capaian realisasi investor bersekala nasional (PMDN/PMA) tahun 2025

sebesar Rp. 2.700 proyek atau sebesar 98%, Jumlah nilai investasi bersekala nasional (PMDN/PMA)

Target akhir RENSTRA vaitu Rp. 140.000.000 (RP Juta) pada tahun 2025 dengan capaian realisasi

yvaitu Rp. 127.209.764 (Milyar) atau sebesar 91%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

(Milyar Rupiah) target akhir RENSTRA 2025 sebesar Rp. 4,600 (Milyvar Rupiah) sedangkan jumlah

capaian target sebesar Rp. 7.992 [(Milyar Rupiah]) atau 174%, sedangkan Rasio Daya Serap Tenaga

Kerja (Orang/Perusahaan) target akhir RENSTRA 2025 sebesar 51 (Orang/Perusahaan) jumlah

capaian realisasi sebesar 18 (Orang/Perusahaan) atau 35%. Data sampai dengan Desember 2025

Pada tahun sebelumnya wvaitu tahun 2023-2024 indikator Kinerja berbeda sehingga tidak

terdapat perbandingan dari tahun sebelumnya.
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c. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini
Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen
RENSTRA dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang
Terdapat Dalam Dokumen Renstra

Sazaran 8 Realizasi Target Akhir
No Strategis Indilator Hinerja Samuan apac Renctra 7070 og
= -2 -3 = 5 5 -7
1 Meningkatkan Jumiah Imvestor
Milzin Berzlkala Naszional Provel 2700 2830 98%
InvestasiYang | (PMDM/PMA]
berkualims Jumlah Milai
:E;?E:El MRt Rp. Ju= 127.209.764 140.400.000 | 91%
(PMDN/PMA4)
Kenaikan, Penurunan
Milai Realizasi PMDM Milyar Rupiah 7.992 4,540 17484
{Milyar Rupiah)
FRasio Daya Serap
Tenags Hearja Orang/Perusshaan 18 g5 3594
(Orang/Peruszahazn)

Dari table diatas memperlihatkan bahwa target akhir RENSTRA 2029
dengan Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Proyek)
tahun 2025 sebesar 2830 Provek Sedangkan Capaian realisasi investasi
tahun 2025 sebesar 2700 Proyek persentase capaian yaitu sebesar 98%.
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Target akhir
RENSTRA 2029 wyaitu sebesar Rp. 140.400.000,- (Rp.Juta)] pada tahun
2025 dengan capaian sebesar Rp. 127.209.764,- (Rp.Juta) persentase
capaian sebesar 91%, Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dengan
target RENSTRA 2029 waitu sebesra Rp. 4,640,- (Milyar Rupiah) capaian
realisasi tahun 2025 sebesar Rp. Bp. 7.992,- (Milyar Rupiah) dengan
persentase capalan yaitu sebesar 174% dan target RENSTRA Rasio Daya
Serap Tenaga Kerja ([Orang/Perusahaan) tahun 2029 sebesar 55
orang/perusahaan, capaian Realisasi tahun 2025 sebesar 18 orang/perusahaan

dengan persentase capaian yaitu sebesar 35%.
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Tantangan utama yang akan di hadapi untuk mencapai target RENSTRA
yvaitu ketidak seimbangan kualitas Investasi yang tingginya nilai investasi
tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja masal bagi
penduduk lokal, resiko kebangkrutan perusahaan asing (seprti kasus Jiangsu
Delong) dapat mengancam keberlanjutan proyek PMA yang sudah berjalan,
sangsi lingkungan dapat merusak reputasi investasi dimata pasar global

Guna memastikan target RENSTRA tercapa secara berkualitas rencana
aksi yang akan di lakukan adalah menggeser focus promosi investasi tidak
hanya pada sektor tambang/hilirisasi nikel tetapi juga pada sector
manufaktur, pertanian dan pariwisata yang mampu menyerap banyak tenaga
asing lokal, memberika kepatuhan lingkungan secara proaktif keda
perusahaan berstandar ES5G guna menarik Investasi Hijau yang lebih stabil
dan berkelanjutan, mendorong kolaborasi antara investor dengan Lembaga
Pendidikan agar tenaga kerja yang dibutuhkan pertusahaan dapat terpenuhi
oleh SDM Daerah.

d. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Untuk memberikan gambaran target capaian realisasi Investasi di

Sulawesi Tengah 5 tahun terakhir berikut di sajikan grafik capaian tahun
2021 - 2025 sebagai berikut

201 2022 2023 20024 2025
Target Realisasi
Secara keseluruhan, capaian realisasi investasi di DPMPTSP
Provinsi Sulawesi Tengah menunjukan tren yvang sangat positif dan

progresif. Selama 5 (Lima) tahun teraktir DPMPTSP Provinsi Sulawesi

Tengah berhasil melampaui target wyang telah ditetapkan kecuali
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proyeksi 2025 yang menjadi bahan evaluasi kedepan.

= Tahun 2021 realisasi investasi mencapai 42,70 T melampaui
target Nasional yang detetapkan sebesar 31,75 T atau capaian di
atas 100%

= Tahun 2022 terjadi lonjakan dari target 53,09 T, realisasi tahun
2022 ini naik hingga 111,18 T, keberhasilan ini menunjukan
evelttivitas kebijakan promosi dan daya terik investasi yang
meningkat.

= Tahun 2023 di tetapkan target Nasional sebesar 111,68 T, target
tersebut dapat terealisasi dengan capaian sebesar 111,98 T

= Tahun 2024 taerget investasi menyentuh 131,62 T, dimana
realisasi Investasi dapat melebihi target yvang telah di tentukan
sebesar 139,86 T. Hal ini membuat investasi yang stabil

= Tahun 2025 target ditingkatkan sebesar 162,57 T atau naik
sebesar 23.51 dari target Realisasi Investasi Tahun 2024 namun
realisasi yang tecatat sebesar 127,18 T, persentase FRealisasi
Investasi terhadap target realisasi investasi Tahun 2025 sebesar
72,23%. capaian ini menjadi indikator penting untuk melakukan
analisis hambatan investasi di lapangan.

Ada beberapa faktor penghambat sehingga capaian realisasi
investasi tahun 2025 tidak tercapai, yaitu adanya Guncangan Finansial
Investor Global: Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk
perusahaan di negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok)
menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah, termasuk
ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply & Koreksi Harga:
Surplus nikel global sebesar 209.000 ton menvebabkan harga nikel
tertekan ([CNEC Indonesia), memicu sikap wait and see investor untuk
elkispansi lini produksi baru, Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan:
Sanksi dari KLHK terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait

pelangogaran aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan
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sentimen negatif di pasar modal global serta Transisi Regulasi:
Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan
fundamental pada sistem 055 REBA, yang pada fase awal menyebabkan

pelambatan administrasi perizinan teknis (Media Justitia).

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Target Standar

Masional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Dengan S5tandar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain
: : 2 Realizasi Tahun 5 Lebih

Mo Sazaran Stracegis Indil=tor Kinerja 202c Haﬁmna{,n"limﬂaa'ah . -.ﬂ; 32}
-1 -2 -3 -4 -5 -5=4-5
1 | Meningkatkan Milain Jumlzh Nilai Investasi

Investasi Yang Berskzla Nazional 127,209,764 " 1.803.990.235

berkamlitas [PMDN/PMA) 1,531,200,000

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau /Penurunan Kinerja

Serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan
Beberapa hal yvang menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan

kegiatan dan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

1. Semangat disiplin bukan hanya soal waktu masuk kantor tetapi kedisiplinan
terhadap SOP [memastikan izin keluar sesuai SOP), kerjasama yang baik, serta
komitmen bersama di lingkungan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dalam
melaksanakan kegiatan sehingga program kerja dapat terlaksana sesuai
rencana.

2. Adanya semangat dedikasi dan kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan
untuk memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis sesuai

3. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi yang baik di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Instansi teknis lainnya baik di daerah
maupun di pusat dalam mendukung pelaksanaan program.

4. Pembinaan dan pengarahan dari jajaran Pimpinan berjalan sangat baik dan
berkesinambungan, sehingga tercipta situasi dan kondisi yang kondusif dalam

melaksanakan kegiatan dan program kerja.
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5. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan

kegiatan.

6. Membantu menyelesaikan permasalahan yvang dihadapi pelaku usaha dalam

merealisasikan investasinya di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam rangka mengurangi kendala/hambatan dalam pencapaian
Kinerja, maka diambil langkah-langkah dan tindak lanjut sebagai
berikut:

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan
terhadap pelaksanaan kegiatan/program, sehingga secara dini
dapat diidentifikasi permasalahan dan solusi pemecahannya

2. Meningkatkan |koordinasi dan |konsolidasi dalam rangka
meningkatkan kebersamaan dan persamaan persepsi, khususnya
dalam pelaksanaan kegiatan/program kerja agar lebih fokus dan
komprehensif.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
terutama pada jajaran pemerintah daerah dalam penyelesaian
berbagai kebijakan dan peraturan perundangan terkait
penyelenggaraan bidang penyelenggaraan pelayvanan perizinan
terpadu.

4. Pengembangan dan pemberdayvaan sumberdaya manusia dalam
ranglka meningkatkan kompetensi di lingkungan DPMPTSP

Provinsi Sulawesi Tengah.

5. Memelihara sarana dan prasarana vyang telah ada serta
merencanakan pengadaan sarana pendukung lainnya di tahun

berikutnya.

6. Pemanfaatan secara maksimal Mal Pelayanan Publik.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pencapaian pernyataan kinerja divwujudkan dalam bentuk

pelaksanaan program dan kegiatan. Berikut akan disajikan data capaian
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target kinerja program dan kegiatan tahun 2025

Tahbel 3.5
Efiziensi Sumber Daya Dan Bealizasi Anggaran 2025
IndikatorFinerja AnZFaran
S g ‘Efisisnst
[5-8]
e i 2 kS = 3 el SH: 3
Maronghanya blentnstotnya Indels
wikas Irvestzs: Reformast Etrokras B3% = 9,40% 13709130510 12G75856 603 i e sia
yang berlmalmtas Daerah
Program Pengembangan
Tkt 0% 335 104405 494822150 450IF1TE 430791553
P"E“‘mf"'““'ml 1003 EiF 312979 17990885 1E5565 484 765965453
Program Pengendall
Fenanaman 2% F153% 143% 145976450 180712038 180212053
Blodal
P S oy
E3T70.930 GEZTORI4
Data damn Sistem I
game 3832 10436

Informas! Penanaman EAEEET50
Klodal
Frogram Felayanan

FenanzamzaModal EEE ETRE 20136 281503.700 ITLIHA.1EZ ITEIEI1IEL

Berdasarkan tabel di atas Program Promosi Penanaman Modal
mepunyai capaian capaian yvang besar yaitu 312,7 9% hal ini menunjukan strategi
dan publikasi potensi Daerah berjalan lebih efektif dari yang di rencanakan
meskimenggukan anggaran Rp. 265.965.484,- Program Pengendali Pelaksanaan
Penanaman Modal juga mempunyai nilai capaian yang besar yaitu 148%
pengawasan dan fasilitasi terhadap hambatan Investor dilapangan dilakukan
secara intansif untuk mejaga kualitas investasi, Reformasi dan Birokrasi yang
mempunya indikotor Kinerja yaitu Nilai SAKIP mempunyai nilai Realisasi §3,40%
dari target 80% hal ini membuat DPMPTSP memiliki Predikat A dalam SAKIP
Awort Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah, Program Palayanan Penanaman
Modal dan dan Program Pengelola Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
telah mencapai angka di atas 100%, secara pelayvanan sudah sangat baik namun
masih perlu penguatan administrasi atau regulasi birokrasi secara keseluruhan.

g. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun
Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis ini merupakan bagian penting dalam laporan akintabilitas

kinerja karena untuk memetahkan sejauh mana program vang dijalankan

berkontribusi terhadap target organisasi. DPMPTSP Sulawesi Tengah
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memiliki 5 Program 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan yang
dilaksanakan Tahun 2025 untuk menunjang pencapaian target, beriku

akan di sajikan data capaian target Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2025
Tabel 3.6
Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja
Target Fealizas Capaizn
% = ) i L2 5 o A T
Meningkatrya
Program Indeks
Penunjang Urnsan Reformasi Indeks Reformasi ’ Sa— ——
i B Birokresi B Indeks a0 13.705.130.510 65% 12,075.856.803 82,45% 28.09%
Darah PROVINSE Feranghat
Diaerah
Persentase
, Permintaan
M?{;-&“&a = pemberian [nsentf
Frogram ]rvﬁ‘.asii-‘}:ﬂ dan kemudahan
Pengembangan ;lam EMDN penanaman modal % a0 404622150 9504 490,291,948 104.20% 09.12%
1Him : : - H
:.El?[:n[:aﬁ.'['_a.."m ditindaktanjuti
L sesuai dengan
ketentoan
Meningkatnya
Bealizsasi Persentase
Prosram Fromesi Inwvestasi PMA Feminat Imvestasi - s 4 i Priia ik Y
Fenamaman Madal dzm PMTH dari Kegiatan o] 1040 275.508.850 312% 165965488 312.37T% 95.02%
ZzraDayaTank Promosi
Imvestasi
Meningkatrya Fersentass
Frogram Fealizsasi Kepatuhan Pelaku
Pengendali Investasi PMA Uzaha PMA/FMDN LE o = A - ’
Pl demn PMIN Terhadap ¥ 55% 145528450 L% 140212034 81.593% 26.08%
Penanaman Maodal Sera Daya Tank Fetenmuan
[mvestasi Fenanaman Modal
- Meninskatnya
i Realizsass Persentass
Pengolshan Data Investasi FMA Peminat Investasi
dan Sictem T % 2% B6B.045.250 S6% 63,220,330 104% e81%
? dam PMDN dzri Kegiatan
gl SeraDaya Tarik Fromesi
Fenanzman Modal Ay A il
Imvestasi

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah PROVINSI
Meningkatnva Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan
indikator Program wyaitu penunjang urusan daerah Provinsi dan indicator
program vyaitu Nilai SAKIP dan presentasi Realisasi Anggaran. Dengan
kegiatan waitu Perencanaan, Penganggaran dan Ewvaluasli Kinerja
Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi
Umum Perangkat Dearah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan
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pemerintah daerah, Pemeliharaan barang milik daearah penunjang urusan
pemerintah Daerah, Administrasi keuangan perangkat daerah,
administrasi barang milik daearah dan mempunyai indikator kinerja yaitu
tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
perangkat daerah, tersedianya dokumen ketatausahaan dan kepegawaian,
tersedianyan laporan barang dan jasa, tersedianya laporang pengadaan
barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, tersedianya
laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah,
tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan
pemerintah daerah, tersedianya dokumen keuangan, Tersedianyva laporan
pengelolaan barang milik daerah. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 20245
sebesar Rp. 494.622.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.291.948,-

II. Program Pengembangan Iklim

Dalam rangka mewujudkan realisasi investasi di daerah Sulawesi
Tengah, DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi yang
menangani kegiatan penanaman modal di daerah, mengambil peran yvang
strategis dengan cara mengkaji dan melaksanakan program-program yang
telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran.

Program Pengembangan lklim Penanaman Modal mempunyai sasaran
strategis yaitu meningkatnya realisasi investasi PMA dan PMDN serta
dayva tarik inwvestasi. Indikator dari program ini waitu persentase
kebijakan pemberian kemudahan fasilitas /insentif investor.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 wyaitu:
Kegiatan Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro, kecil, menengah
(UMKM)] dan koperasi dengan investor di Parigi mautong, Kegiatan
pelaksanaan kunjungan lapangan di perusahaan terkait kemitraan Usaha
di Kabupaten Donggala, peninjauan mitra usaha potensial pada kelautan
dan perikanana di Kabu paten Donggala, dan kegiatan FGD 1 penyusunan
Pergub Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2025-2045 di Kota
Palu. Fasilitas kemitraan antara pelaku Usaha Besar dan UMEKM serta

penyesuaian regulasi terkait hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha
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terhadap penyesuaian PP 28 tentang Perizinan Berusaha berbasis Resiko
dan Uji Publik PERGUB RUPM 2025-2035.

Hasil yvang diharapakan dari kegiatan tersebut yaitu terjalinnya MOU
atau Perjanjian Kerja antara Usaha Besar dengan UMEM/Koprasi di
Kabupaten Parigi Mautong dan Donggala, tersedianya data mitra usaha
potensial kKhususnya pada sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten
Donggala yvang siap dikerjasamakan dengan investor, adanya solusi teknis
hambatan pelaku usaha dalam mengimplementasikan PP Nomor 5
Tahun 2021 (tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko] dan
peraturan turunannya.

Harapan wang diinginkan merupakan dampak jangka panjang bagi
masyarakat. Terciptanya hubungan ekeonomi yvang saling menguntungkan
di mana kehadiran investor besar tidak mematikan usaha lokal melainkan
memperkuat rantai pasok nasional melalui UMKM, dengan adanya Pergub
RUPM 2025-2045 investor memiliki pandangan wvang jelas mengenai
arahan kebijakan dan sektor prioritas di Sulawesi Tengah selama 20
tahun kedepan, UMKM dan Koprasi diharapkan dapat naik kelas melui
transfer teknologi , pengetahuan manajemen dan akses pasar yang
diberikan oleh mitra usaha besar. Peningkatan Realisasi Investasi di
harapkan dapat megurangi hambatan birokrasi sehingga minat investor
untuk menanamkan modalnya terus meningkat seiring kemudahan
perizinan, kehadiran Ekonomi Daerah khususnya di sektor Kelautan dan
Perikanan dapat diharapkan terjadi hilirisasi produk vang dikelola secara
kolaboratif dapat meningkatkan tambahan bagi nelayan dan masvarakat
pesisir.

Formulasi Peritungan Pada Indiktor Persentase Permintaan pemberian
Insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditindaklanjuti sesuai dengan
ketentuan waitu Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal yang telah
ditindaklanjuti DIBAGI Permintaan pemberian Insentif dan kemudahan penanaman
modal yang masuk DIKALI 100%, Persentase Dokumen Perencanaan Peluang Investasi

yang ftersedia dengan formalis perhitungan yaitu Dokumen Perencanaan Peluang
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Investasi yang telah disusun DIBAGI target dokumen perencanaan peluang investasi
DIKALI 100%

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan 93% dengan
keluaran berupa 2 (dua) Dokumen/laporan Deregulasi dan Kebijakan
Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman
Modal & Kemudahan Berusaha. Anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025
sebesar Rp. 494.622.150,- dengan realisasi sebesar Rp. 490.291.948,- atau

99.40%. Target indikator kinerja yvaitu sebesar 90%, realisasi yvaitu 95%
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dan capaian kinerja kegiatan ini sebesar 94.74%.
Program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 2
(dua]) kegiatan, pertama kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provwvinsi,
dan kedua adalah Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi.
Masing-masing kegiatan tersebut terdiri atas 2 sub kegiatan.
1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang
Penanaman Modal yvang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi.
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di DBidang
Penanaman Modal wang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
memiliki indikator kegiatan waitu Jumlah Dokumen/Laporan
Deregulasi dan Kebijakan Pemberian Fasilitas/Insentif dalam Rangka

Perbaikan [klim Penanaman Modal & Kemudahan Berusaha.

Target indikator kegiatan ini dapat direalisasikan dengan
keluaran berupa 3 (tiga) laporan/dokumen Deregulasi dan Kebijakan

Pemberian

Fasilitas/Insentif dalam Rangka Perbaikan Iklim Penanaman
Modal & Kemudahan Berusaha. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A.
2025 sebesar Rp. 93.778.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 93.212.274,-
atau 100%. Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan wyaitu (a)
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal, dan (b) Ewaluasi Pelaksanaan
Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

a. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian
Fasilitas/Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal

Sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian

Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

mempunvai indikator kinerja waitu Jumlah Peraturan

Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal.
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Sub  kegiatan ini menitikberatkan pada penvusunan
RAPERGUE Sulawesi Tengah tentang Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, dengan
target kinerja 1 dokumen dan dapat direalisasikan sehingga
capaiannya 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A.
2025 sebesar Rp. 10.103.700,- dengan realisasi Rp. 10.103.700,,-
atau 100%.

b. Sub Kegiatan Fasilitas Yang dilakukan 0Oleh Pemerintah
Provinsi

Sub Kegiatan Fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah
provinsi mempunyai indikator kinerja wyaitu jumlah kesepakatan
kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN]} dengan UMKM di
daerah.

Sub Kegiatan ini mempunyai fungsi untuk menciptakan
kondisi yang kondisif bagi pembangunan dan pelayanan public.
Kegiatan Fasilitas wyang dilakukan oleh pemerintah provinsi
mempunyaitarget kinerja 2 dokumen dan dapat direalisasikan
sehingga capaiannnya sebesar 100%. Pagu anggaran sub kegiatan
ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 64.090.350,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 63.844.004,- atau 99.62%

C. Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang
Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko

Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha Yang
Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan
Usaha Dari Pelaku Usaha wvang Memperoleh Insentif dan
Kemudahan Berusaha di Daerah. Target indikator sub kegiatan
ini dapat direalisasikan, dimana dalam sub kegiatan Ewaluasi
Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan HKemudahan

Penanaman Modal terdapat 1 kegiatan usaha vang memperoleh
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insentif dan kemudahan berusaha di daerah. Pagu anggaran sub
kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 19.584.850,- dengan
realisasi Rp. 19.264.570,- atau 98.36%.

2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi

Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi ini mempunyai
indikator Lkegiatan waitu jumlah dokumen pengembangan peta
potensi investasi daerah berbasis spasial. Target kegiatan ini dapat
dicapai 2 Dokumen, dimana dalam kegiatan Pembuatan Peta Potensi
Investasi Provinsi dihasilkan 2 (dua) dokumen pengembangan peta
potensi investasi daerah berbasis spasial. Pagu anggaran kegiatan ini
pada T.A. 2025 sebesar Rp. 400.843.25,- dengan realisasi Rp.
397.079.674,- atau 99.06%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan wyaitu (a) Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi, dan (b) Penyediaan
Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi.

a. Sub Kegiotaon Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Provinsi

Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi mempunyai indikator wyaitu Jumlah Peraturan Daerah
(Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi.

Sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Desk Penyusunan
RUPM bagi kabupaten/kota dan melaksanakan FGD Penyusunan
Perencanaan Kawasan Investasi UMKM, Regulasi, dan Kemitraan
Usaha kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Target indikator sub
kegiatan ini dapat dicapai dengan keliaran 1 dokumen. Pagu
anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 219.157.250,-
dengan realisasi Rp. 215.703.776,,- atau 98.42%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan PeluangUsah Provinsi

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
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Provinsi memiliki indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Peta Potensi
Investasi dan Peluang Usaha Provinsi.

Sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Provinsi dilaksanakan dengan melaksanakan Rapat Ewaluasi
Kemitraan Usaha antara UMEKM dan Investor kabupaten/kota se-
Sulawesi Tengah. Target indikator sub kegiatan ini dapat mencapai 1
Dolumen. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar
Rp. 181.686.000,- dengan realisasi Rp. 181.375.898,- atau
99.83%.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program Promosi Penanaman Modal adalah program yvang mengkaji
dan menghasilkan pemahaman vang sinergi serta peningkatan kualitas
dalam melakukan promosi penanaman modal. Program ini mempunyai
sasaran strategis yaitu Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN
serta Daya Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator wyaitu
persentase peningkatan investor berinvestasi di Sulawesi Tengah melalui
pameran promosi investasi dalam dan luar daerah serta media promosi

penanaman modal lainnya.

Penjabaran Kegiatan wvang telah dilakukan pada tahun 2025 waitu:
Kegiatan Pameran Sulteng Nambaso Tahun 2025 di lakukan di Kota Palu,
Pameran Asosiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (APPSI) PB] di
DEKI Jakarta dan kegiatan Pameran S5TQ Nasional yang ke - 29 di
laksanakan di Kendari, penyusunan pemetaan Potensi Investasi Berbasis

GIS dan Forum Bisnis serta kegiatan Even Pameran lainnyva.

Dari kegiatan wyang sudah dilaksanakan pada tahun 2025 dalam
pelaksanaannya terdapat beberapa hamabatan dan tantang yaitu
pelaksanaan pameran luar daerah (seperti DKI Jakarta dan Kendari)
memerluka biaya logistik yvang besar dan koordinasi lintas Provinsi yvang

kompleks untuk memastikan produk unggulan tiba dalam kondis prima,
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selain itu belum meratanya pemahaman pelaku usaha lokal mengenai
sistem perizinan digital dan promosi investasi berbasis data spasial,
seringkali sulit menjaga keberlanjutan interasi antara investor dan

pelaku usaha setelah acara berakhir

Kegiatan vang dirancang dengan tujuan untuk masa depan Sulawesi
Tengah vg lebih maju, harapan yvang di inginkan setelah terlaksananya
kegiatan tersebuat waitu investor dapat melihat potensi sumber datya
alam (seperti Kelautan dan mineral] secara wisual dan transparan
sehingoa mempercepat pengambilan keputusan investasi, Even Sulteng
MNambaso diharapkan mampu mengangkai identitas budaya dan produksi
lokal ke kancah Nasicnal sekaligus membangkitkan kebanggan
masyarakat lokal terhadap potensi daerahnya, melaui Pameran APPSI di
Jakata produk unggulan Sulawesi Tengah diharapkan dapat menembus
pasar ritel Nasional dan mendapatkan mitra distribusi skla besar, Forum
Bisnis diharapkan tidak hanyva menghasilkan MQOU diatas kerta tetapi
juha realisasi invetasi nyata yvang menyerap tenaga kerja lokal deng
meningkatkan Pendapatan Asli Daera (PAD].

Pada bulan Januari - Desember 2025 tercatat jumlah NIB (Nomor
Induk Berusaha) wyang diterbitkan sebanyak 29.662. Pagu anggaran
program ini pada T.A. 2025 Rp. 279.908.850,- dengan realisasi sebesar Rp.
265.965.484,,- atau 95.02%. Target indikator kinerja yaitu sebesar 100%,

realisasi yaitu 312.73% dan capaian kinerja kegiatan ini 312.73%.

Target indikator program promosi penanaman modal yaitu 2 [dua)
Dokumen dengan indikator jumlah dokumen strategi dan pelaksanaan
kegiatan promosi. Formulasi Peritungan Pada Indiktor program Promosi
Penanaman Modal yaitu Jumlah Peminat dari Promosi Investasi DiBAGI
Target Sasaran Promosi Investasi DIKALI 100%;

Program promosi penanaman modal terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yvang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi, dan kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan.
1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang

Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

PROVINSI SULAWESI TENGAH



— Laporan Kinerja (LKj] DPMPTSP Tahun 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi memililki Indikator kegiatan
vaitu Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal.

Target indikator kegiatan waitu 2 (dua) laporan/dokumen
pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal, dengan realisasi
jumlah laporan yang dibuat sebanvak 2 (dua) laporan, T.A. 2025
sebesar Rp. 279.908.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.965.484,-
atau 95.029%.

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan wyaitu (&)
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan
Provinsi; dan (b) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Provinsi memiliki Indikator sub kegiatan yaitu
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Provinsi. Target indikator sub kegiatan dapat dicapai 2 dokumen.
Pagu anggaran sub kegiatan pada T.A 2025 sebesar Rp. 237.508.650,-
dengan realisasi sebesar Rp 225.808.784,- atau 95.07%.
b. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan Penvusunan Strategi Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Provinsi substansinya adalah
mengikuti dan melaksanakan pameran dalam dan luar daerah
yvang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pameran. Indikator
sub kegiatan ini wvaitu Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Provinsi. Event pameran dalam daerah wyang
dibuat DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengundang
DPMPTSP kabupaten/kota dan mengikutsertakan seluruh 0ODP di
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Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025 waitu sulteng ekspo d mana
DPMPTS menjadi tuan rumah dari kegiatan tersebut. Target
indikator sub kegiatan wyaitu 1 (satu) dokumen hasil kegiatan
promosi penanaman modal provinsi, dengan realisasi jumlah
laporan yvang dibuat sebanyvak 1 (satu) laporan, sehingga capaian
kinerja kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A.
2025 sebesar Rp. 42.400.200,- dengan realisasi sebesar Rp.
40.156.700,- atau 94.719%.
IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai
sasaran Meningkatnyva Realisasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya
Tarik Investasi. Program ini mempunyai indikator program yaitu
Persentase Capaian Realisasi Investasi Provinsi Sulawesi Tengah

terhadap Target Pemerintah Pusat.

Penjabaran Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu:
Bimtek vang dilaksanakan sebanyvak 4x (Empat) dengan jumlah peserta
masing-masing 60 Orang dengen total 240 Orang selama 2025 yang
dilaksanakan di Kantor DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah, Pengawasan
Inspeksi Lapangan dilaksanakan di 13 Perusahaan dengan total 36 Orang
dilaksanakan di Kabupaten Morowali 1x (satu], Kabupaten Donggal 4x
(empat), Kabupaten Parigi Mautong 5x (lima), Kabupaten Sigi 3x (tiga),
dan Kota Palu. Pelaksanaan ngawasan perizinan bagi pelaku usaha dan

pelaksanaan bimtek pelaporan LEPM bagi pelaku usaha.

Terdapat bebarapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut,
diantaranya antara lain sebagian peserta Bimtek masih mengalami
kesulitan teknis dalam mengoprasikan sistem 055 RBA dan penyvampaian
Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri, Pelaksanaan
inspeksi lapangan diwilayah yang luas memerlukan manajemen waktu
dan biaya yang tinggi mengingat jarak antara titik lokasi vang cukup jauh,

sering ditemukan ketidaksesuaian anara data investasi vang dilaporkan
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palaku usaha dalam LKPM dengan kondisi rill dilapangan saat inpeksi
dilakukan

Melaui penguatan kapasitas dan pengawasan yvang telah dilakukan,
diharapkan pelaku usaha semakin disiplin dalam menyampaikan LEKPM
secara rutin setiap triwulan sehingga data realisasi invetasi daerah
menjadi lebih akuran seusai haran, hasil inpeksi lapangan dapat
memvalidasi nilai realisasi yang sebenarnya sehingga kontribusi sektor
usaha terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dapat terukur dengan
jelas, Bimtek yang intensif diharapkan mampu menghilangkan kendala
adminstrasif bagi pelaku usaha wyang akan mendorong percapatan
realisasi Investasi di Sulawesi Tengah, tericptanya komunikasi dua arah
anatara pemerintah dan pengusaha melalui forum Bimtek agar regilasi
perizinan tidak lagi menjadi hambatan, diharapkan wilayah seperti
Kabuapaten Morowali, Kabupaten Donggala dan kabupaten Parigi
Mautong mampu memastikan investasi yvang selaras dengan pelestarian

lingkungan.

Target indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Meodal adalah 100% mencapal target realisasi investasi yang ditetapkan
Pemerintah Pusat adapun Formulasi Peritungan Pada Indiktor program
Pengendali Pengendali Pelaksanaan Penanaman Modal wyaitu Jumlah
Perusahaan PMA dan PMDN wyang Melapor LEFPM DIBAGI Jumlah
Perusahaan PMA dan PMDN DIKALI 100%

. Pada tahun 2025, Kementerian Investasi (BKPM] menetapkan
target realisasi investasi untuk Provinsi 5Sulawesi Tengah sebesar Rp.
162.57 Triliun. target ini dapat dicapai dengan realisasi investasi Provinsi
Sulawesi Tengah tahun 2025 adalah sebesar Ep. 127.18 Triliun. Sehingga
capaian indikator program sampai adalah 90.86%. Pagu anggaran
program pada T.A. 2025 sebesar Rp. 281.903.700,- dengan realisasi
sebesar Rp. 274.283.182,- atau 97.30%. Target indikator kinerja yaitu

sebesar 55%, realisasi yaitu 81.93% dan capaian kinerja kegiatan ini
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148%,.

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari
1 (satu) kegiatan vaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yvang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi vang terdiri dari 3
(tiga) sub kegiatan.
1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang
Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal wyang
Menjadi Kewengan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan melakukan
fungsi pemantauan, pembinaan, pengendalian pelakasanaan
penanaman modal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah laporan
realisasi investasi PMA/PMDN, laporan jumlah serapan tenaga kerja
serta laporan monitoring terhadap perusahaan pengguna fasilitas
penanaman modal.
Target indikator kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenagan Daerah Provinsi wvaitu
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA yang menyampaikan LEPM dengan target
kinerja wyaitu 1.173 Pelaku Usaha. Jumlah realisasi investasi Provinsi
Sulawesi Tengah di tahun 2025 sampai dengan bulan Desember
sebesar adalah BRp. 127,18 Triliun- dengan jumlah Tenaga Kerja
Indonesia yang terserap sebanyalk 185 orang.
Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar sebesar
Rp. 145.928.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 140.212.034,- atau
96.08%.

Kegiatan ini mempunyai 3 sub kegiatan yaitu (1) Koordinasi
dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal; (2)
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan
Penanaman Modal; dan (3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal.
a. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Modal

memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari
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Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil
dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi
Lapangan serta Dllakukan Ewaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 12 kegiatan usaha
vang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu
anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 103.789.500,-
dengan realisasi sebesar Rp. 98.722.480,- atau 95.12%.

b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis
perizinan/pengaawasan berusaha  berbasis risiko serta
penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub
kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha wyang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Target indikator sub Bimbingan Teknis Kepada Pelaku
Usaha adalah 240 pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan
pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan
dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A.
2025 sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
36.677.564,- atau 98.86%.

c. Sub Kegiatan Penyelesaion Permasalahan Dan Hambatan
Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam  Merealisasikan

Kegiatan Usahanya

Sub kegiatan Penvelesaian Permasalahan Dan Hambatan
Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan
Usahanya memiliki indikator waitu jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan vang dihadapi Pelaku Usaha dalam

merealisasikan Kegiatan Usahanya.
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Lapangan serta DIllakukan Ewaluasi Penilaian HKepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 12 kegiatan usaha
yvang mendapat pemantauan pelaksanaan penanaman modal
Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%. Pagu
anggaran sub kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 103.789.500,-
dengan realisasi sebesar Rp. 96.722.480,- atau 95.12%.

d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha

Sub kegiatan Bimbingan Tekni=s= Kepada Pelalku Usaha
dilaksanakan dengan melaksanakan bimbingan teknis
perizinan /pengaawasan berusaha berbasis risiko serta
penyelesaian permasalahan penanaman modal. Indikator sub
kegiatan ini adalah Jumlah Pelaku Usaha wyang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Target indikator sub Bimbingan Teknis HKepada Pelaku
Usaha adalah 240 pelaku usaha yvang mendapatkan pembinaan
pelaksanaan penanaman modal. Target ini dapat direalisasikan
dengan capaian 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A.
2025 sebesar Rp. 37.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
36.677.564,- atau 98.86%.

e. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hombatan
Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam = Merealisasikan
Kegiatan Usahanya

Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan
Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan
Usahanya memiliki indikator waitu jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan vang dihadapi Pelaku Usaha dalam

merealisasikan Kegiatan Usahanya.
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Target indikator Kkinerja sub kegiatan Penyelesaian
Permasalahan Dan Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Usaha
Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya adalah 20 kegiatan
usaha wang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal. Target ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%.
Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp.
5.038.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.811.990,,- atau 95.50%.

V. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan dan
perizinan penanaman modal. Sasaran strategisnya adalah
Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara
Profesional dan Akuntabel. Indikator program ini adalah Persentase

Pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penjabaran Kegiatan vang telah dilakukan pada tahun 2025
vaitu: HKegiatan klinik pendampingan pembuatan Nomor Induk
Berusaha (NIB]} tahun 2025 di Kabupaten Banggai, penerbitan NIB
bagi pelaku usaha serta konsultasi Publik Ewaluasi 5P dan S0P

Perizinan dan Non Perizinan.

Dari rangkaian kegiatan Klinik Pendampingan MNIEBE, Penerbitan
Izin, serta Evaluasi Standar Pelayanan (SP/50P]) yvang telah dilakukan
maka hambatan yvang di hadapi yaitu : masih adanya pelaku Usaha
Mikro dan Kecil (UMK] yang mengalami keterbatasan perangkat
untuk mengakses sistem 0SS secara mandiri saat pembuatan NIE,
banyak pelalku usaha yang ingin memiliki NIB tetapi belum memahami
atau memiliki persyaratan dasar seperti ketersediaan tata ruang
(KEKPR) atau persetujuan lingkungan, dalam konsultasi publik sering
ditemukan pelaku usaha yvang ingin proses serba cepat dengan aturan

birokrasi /regulasi yang wajib dipenuhi oleh petugas.
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Harapan wang di inginkan setelah dilaksanakan  kegiatan
tesebut yaitu atara lain: Meningkatnya jumlah pelaku usaha di Kabupaten
Banggai yang memiliki NIB, sehingga mereka memiliki kepastian hukum dan
akses lebih mudah ke perbankan atau bantuan pemerintah, Melalui evaluasi 5P
dan SOP, diharapkan tercipta standar pelayvanan yang lebih ramping,
transparan, dan memiliki kepastian waktu serta biava (pangkas
birokrasi), Konsultasi publik diharapkan menghasilkan standar pelayanan yang
inklusif dan responsif terhadap kritik serta masukan langsung dari
masyarakat/pelaku usaha, Harapan agar petugas perizinan memiliki
pemahaman yang seragam mengenali 50P baru, sehingga meminimalisir
terjadinya maladminstrasi dalam penerbitan izin maupun non-izin, Dengan
banyaknya NIB yang diterbitkan, pemerintah daerah memiliki basis data pelaku
usaha yang akurat untuk pemetaan kebijakan ekonomi di masa depan.

Program ini mempunyai target indikator persentase
pemenuhan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKEM) sebesar 93%. Survei
Kepuasaan Masyarakat yang dilakukan DPMPTSP pada tahun 2025
memberikan hasil IKM 94.13% wyang diperoleh dari hasil Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM). Nilai Interwval Konversinya berkisar
antara 838,30 - 100,00 wyang berarti mutu pelayanan nilai “A" dan
kerjanunit pelayanan (DPMPTSP) dipersepsikan "Sangt Baik" oleh
masyarakat penggunanya, sehingga capaian indikator program ini
adalah 97.30%. Pagu anggaran program ini pada T.A. 2025 sebezar Rp.
251.903.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.283.182,- atau 97.30 %..
Target indikator kinerja yvaitu sebesar 93%, realisasi yaitu 94.13% dan
capaian kinerja kegiatan ini 97.30%.

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Penanaman
Modal yvang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dan (2)
Penanaman Modal wywang menurut ketentuan Peraturan Perundang-
undangan Menjadi HKewenangan Daerah Provinsi. Kedua kegiatan
tersebut masing-masing terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan. Pada
Indiktor Program Palyvanan Penanaman Modal dengan Indikator

Presentase Palaku usaha wyang memperoleh Izin sesuai ketentuan
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dengan formalusi jumlah Pelaku Usaha wvang memperoleh izin dan

nonizin DIiBAGI JUmlah Pelaku Usaha vang mengurus perizinan dan
nonPeizinan DIKALI 100%, Indikator Hasil Tindak Lanjut Pelayanan
Pengaduan Perizinan dan Perizinan dengan Formalasi Perhitungan
vaitu Pengaduan penyelenggaraan Pelayanan perizinan yang
ditindaklajutu DIBAGI Pengaduan penyelenggaraan pelayanan
Perizinan yvang masuk DIKALI 100%

1. Kegiatan Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas
Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kegiatan yaitu Jumlah
laporan /dokumen layanan pengaduan dan informasi, pelaksanaan
advokasi, pengembangan standar layanan perizinan dan inovasi
layanan, 5P dan S0P serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Target
indikator kegiatan berupa jumlah laporan/dokumen layanan
pengaduan dan informasi, pelaksanaan advokasi, pengembangan
standar layanan perizinan dan inovasi layanan, SP dan SOP serta
Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 2 (Dua)
dokumen/laporan dapat dipenuhi, sehingga capaian kinerja
kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025
sebesar Rp. 241.903.700,- dengan realisasi sebesar Rp.
234.283.182,- atau 96.85%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Pemantauan
Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal, dan (2) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan.

a. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan
Pelaporan Di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sub kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, Dan Pelaporan Di
Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan
dengan melakukan ewvaluasi pelaporan penyelenggaraan
perizinan berusaha berbasis risiko di kabupaten/kota dan

berusaha berbasis risiko di kabupaten /kota dan
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berusaha berbasis risiko di kabupaten /kota dan
melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. Indikator sub
kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha
yvang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen
perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal

lintas daerah kabupaten/kota bagi pelakuusaha.

Sub kegiatan ini memiliki target 1000 kegiatan usaha
yvang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen
perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal lintas
daerah kabupaten/kota. Capaian indikator sub kegiatan ini
adalah 943 Keg. Usaha.

Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar
Fp. 174.890.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 169.522.875,- atau
96.93%.

b. Sub Kegialan Penvediaan Dan Pengelolaan Layvanan
Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Target indikator sub kegiatan yaitu 30 Pelaku Usaha yang
memperoleh layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat
terkait perizinan dan non perizinan lintas daerah
kabupaten/kota. Target indikator =sub kegiatan ini dapat
terealisasi dengan capaian realisasi 272 Pelaku Usaha. Pagu
anggaran sub kegiatan pada T.A. 2025 sebesar Rp. 40.634.650,,-

dan dapat direalisasikan sebesar Rp.40.403.195,- atau 96.79%.
2. Hegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan

Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

Kegiatan Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan
Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dilaksanakan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan
perizinan dan non perizinan berbasis IT. Indikator kegiatan ini adalah jumlah
dokumen/laporan perizinan dan non-perizinan yang diterbitkan, layanan

perizinan dan non-perizinan berbasis IT serta penyelenggaraan PTSP. Target
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indikator kegiatan ini adalah 2 (dua) dokumen laporan perizinan dan non -

perizinan yang diterbitkan, layanan perizinan dan non-perizinan berbasis IT

serta penyelenggaraan PTSP dapat direalisasikan sehingga capaian indikator
kegiatan ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp.

40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau 100%.

Kegiatan ini mempunyai 2 sub kegiatan yaitu (1) Sub Kegiatan
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan BEerbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan (2] Sub
Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui
Sistem Perizinan Berusaha PBerbasis Risiko Terintegrasi Secara
Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elekironik
dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non
perizinan usaha dengan aplikasi/berbasis [T, diantaranya dengan
melaksanakan workshop 0S5 bagi pelaku usaha UMK dan Non UME
Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi
pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan
terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik kewenangan
daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 1.025 Pelaku Usaha yang
terfasilitasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis
sistem pelayanan terpadu perizinan berusaha terintegrasi secara
elektronik yang menjadi kewenangan provinsi. Target ini dapat terealisasi
dengan jumlah pelaku usaha vang mendapat layanan, sehingga capaian
indikator sub kegiatan ini adalah 1.444 Pelaku Usaha. Pagu anggaran sub
kegiatan ini pada T.A 2025 sebesar Rp. 174.890.400,- dengan realisasi
sebesar Rp. 169.522.875,- atau 96.93%.

b. Sub Koordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif

Daerah
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Sub Kegiatan HKoordinasi Dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah memiliki indikator memiliki indikator yaitu jumlah
kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan
sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kewenangan
daerah provinsi.

Target indikator sub kegiatan ini adalah 1 dokumen laporan yang
melakukan  koordinasi dan  sinkronisasi penetapan  pemberian
fasilitas/insentif daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Target
ini dapat terealisasi sebanyvak 1 dokumen laporan wang melakukan
koordinasi dan sinkronisasi. Dengan demikian capaian indikator sub
kegiatan ini yaitu 85%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada T.A. 2025
sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau
100%.

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal adalah
program yvang menyediakan data laporan penanaman modal dan data perizinan non
perizinan beserta informasi penanaman modal. Sasarannya adalah Meningkatnya
Realizasi Investasi PMA dan PMDN serta Daya Tarik Investasi. Program ini memiliki
indikator yaitu persentase data penanaman modal dan perizinan-non perizinan

vang dikelola serta dimutakhiran ke dalam sistem informasi penanaman modal.

Penjabaran Kegiatan yvang telah dilakukan pada tahun 2025 yaitu: Kegiatan
koordinasi Data Penanaman modal di Kabupaten Parigi Mautong, Kegiatan
Sinkronisasi dan Ewvaluasi Data Penanaman Modal di Kabupaten Poso, dan
Kegiatan Sinkronisasi dan Ewaluasi Data Penanaman Modal di Kabupaten
Dongaala.

Dalam melakukan sinkronisasi data antar kabupaten, beberapa kendala teknis dan
administratif yang sering muncul hambatan seperti Adanya perbedaan antara data realisasi
investasi vang tercatat di sistem 055 RBA dengan data manual yang dimiliki oleh DPMPTSP
kabupaten, Masih ditemukan pelaku usaha di daerah (terutama di sektor perkebunan dan
kelautan) yang belum rutin melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LEPM)
sehingga data yang disinkronkan menjadi tidak lengkap, Keterbatasan jumlah personil di
tingkat kabupaten wyang menguasai analizsis data investasi berbasis sistem yang
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menghambat kecepatan proses evaluasi, Kesulitan dalam memverifikasi data investasi

secara fisik di lokasi yang secara geografis sulit dijangkau di wilayah Kabupaten.

Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai standar tata kelola data yang lebih baik,
dengan harapan sebagai berikut: erciptanya integrasi data vang akurat dan selaras
antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ntuk menghindari tumpang
tindih informasi, Meningkatnya nilai realisasi investasi yang terdata secara resmi yang
nantinya akan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan ekonomi daerah,
Hasil evaluasi data ini diharapkan menjadi dasar bagi Gubernur dan Bupati dalam
menyusun strategi promosi investasi vang lebih tepat sasaran di masing-masing
wilayah, Dengan data vang transparan dan terverifikasi melalui proses sinkronisasi,
diharapkan calon investor merasa lebih aman dan yakin untuk menanamkan modal di
Sulawesi Tengah.

Indikator program ini menargetkan Persentase data penanaman modal dan
perizinana - non perizinan vang dikelola serta dimutakhirkan kedalam sistem
informasi penanaman modal sebanyak 92%, realisasi yaitu 96% dan capaian kinerja
kegiatan ini %. data penanaman modal dan perizinan-non perizinan dikelola dan
dimutakhiran ke dalam sistem informasi penanaman modal. Data penanaman modal
dan perizinan-non perizinan yang dikelola dan dimutakhiran ke dalam sistem
informasi penanaman modal pada tahun 2025 dapat direalisasikan sebanyak 94%,
sehingga capaian indikator program ini adalah 104.35%. Pagu anggaran program
pada T.A. 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.220.930,-
atau 95.820%;

Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal terdiri
dari 1 [satu) kegiatan wvaitu Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yvang Terintegrasi pada Tingkat
Daerah Provinsi, dengan 1 (satu) Sub Kegiatan.

1. Kegiatan Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non
Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah
Provinsi

Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Penanaman Modal yvang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi ini
dilaksanakan dengan melakukan analisis dan evaluasi data, yang terintegrasi

dalam satu basis data. Indikator kegiatan adalah jumlah laporan data
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penanaman modal dan perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan
dimutakhirkan dalam sistem informasi potensi investasi daerah.

Sebagai hasilnya disusun 3 [Tiga) Dokumen data penanaman modal dan
perizinan-non perizinan yang dikelola, dianalisis dan dimutakhirkan dalam
sistem informasi potensi investasi daerah. Sehingga capaian indikator kegiatan
ini 100%. Pagu anggaran kegiatan ini pada T.A. 2025 sebesar Rp. 68.065.250,-
dengan realisasi sebesar Rp. 5.220.930,- atau 95.82%.

Kegiatan ini mempunyai 1 [satu) sub kegiatan wyaitu Sub Kegiatan
Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik
a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan

Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilaksanakan dengan
menitikberatkan pada kegiatan Sosialisasi Sistem Informasi Potensi Investasi
Daerah (SIPID) dalam rangka perbaruan (updating) data investasi. Indikator
sub kegiatan ini yaitu jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan
berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan.

Indikator sub kegiatan ini menargetkan 3 (Tiga] dokumen yang berisi
data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan
perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Data tersebut disusun
dalam bentuk Direktori PMA/PMDN Tahun 2025. Dengan demikian capaian
indikator sub kegiatan ini adalah 100%. Pagu anggaran sub kegiatan ini pada
T.A 2025 sebesar Rp. 68.065.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.220.930,-
atau 95.82%.
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3.2 REALISASI ANGGARAN

Pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP dilaksanakan melalui
5 program. Sasaran strategis Meningkatnva Realisasi Investasi PMA
dan PMDN serta Daya Tarik Investasi dilaksanakan melalui Program
Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi
Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal, dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal. Sementara sasaran strategis Terwujudnya
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Profesional dan
Akuntabel dilaksanakan melalui Program Pelayanan Penanaman
Modal.

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
214/PMEK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Ewvaluasi Kinerja
Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Megara/ Lembaga dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari
selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian
keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari
perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran, atau dapat
dihitung dengan rumus sebagai

Eina((PAKI = CKi) — RAKi)

e ¥ (PAK] = CKD) o
Keferarpan:
= : EfOsiensi
PAK1 ! Paguangmaran kheluaran i
RAKI ! Realisasi angearan keluasran i
CEi r Capaian keluaran i

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber dawyva berdasarkan
rumus yvang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 214/PME.02/2017 dapat dilihat pada Tabel 3.8

sebagai berikut:
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Tabel 3.7
Efisiemasi Penggunaan Sumber Daya
Indikator )
kzror Binera paglangzaran B
Tujuen/Sasaren | Frogrem/Hegistan - W] 75
¥ == ER # | o & 7 8 5 uw
Memangiamya Mikar
Lnvastas Yang Farzantass Fermintasn
Sarioaizas permberian Inseatf dan
iﬂjfﬂbm‘tgaﬂ :D;Tbmmn!.mmm.m o S5 10EE smgeTzasn 50291 594E 3710118 ansza0I0E
sz dengan ketemtuan
Frogram Promost Farsantass PeminatImrestas) L o - )
Fenananian Modal | dart Kegiatan Promost e i i ITE5OEEE0 BESERSEE | erammmsa (56807557
Frogram Parssntass Eapainham
Femgsndah Palakn Usaha FEA/FHDN - — . P
Falabranaan Terhadap Katenzaan = HLhe T 45,576,430 LTI 45975451 [54,723.554)
Fenansrran Modal FPonanaman Modal
Program
Fepgnlaham Data Parssntass Faminat
dan Eistem Investast dart Keglatan e e 104 . . £2370330 i .
s e 55085250 SEDERISL 2544,320
Femanaman Modal
Frogram Persentass Falaior Usaha
Falopanan vang Mempearolsh Izin =3 54139 101% = te IT4IB3187 = R
g | BEEEE . 181,563,700 185378587 £I051E
Berdasarkan perhitungan pada tabel 3.8, maka diperoleh nilai
efisiensi pengocunaan sumber dava wyang dilakukan DPMPTSP dalam

pencapaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan, total
anggaran DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 sebesar
Ep. 14.940.523.592,-. Anggaran ini terdiri dari Belanja Pegawai sebesar

Rp. 10.204.827.568,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

4.719.209.752,- dan Belanja Modal Rp. 55.521.590,- dengan realisasi
belanja modal sebesar Rp. 54.667.500,- atau 98,46 Belanja Pegawai dapat
direalisasi sebesar Rp. 6.105.259.195,- atau 84.81% Belanja Barang dan Jasa
terealisasi sebesar Rp. 4.602.161.736atau 97.52%,-. Sehingga total
anggaran DPMPTSP tahun anggaran 2025 dapat terealisasi sebesar Rp.
13.258.454.841,- atau 88,745. Realisasi keuangan DPMPTSP Provinsi

Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 3.9
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Tabel 3.8
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025
Realizasi Keuangan SILFA
Nomor URAIAN Total Pagu
Rp % Rp
y Program Penunjang Urusan
2:18:01 Pemerintak Daerah P Tl 13709130510 12075856803 B88,09% 1633.273.707
21801101 | Ferencanaan, Penganggaran, Dan 463.677.600 39.606.503 9181 24.071.097
o Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah } x ; E
Fenyusunan Dokumen Perencanaan e & e
2182.01.1.01.01 Perangicst Daerzh 388,545,350 367231341 2433 21.753.409
Koordinasi Dan Penyusunan
2,18.01,1.01,0006 Laporan Capaian Kinerjz Dan 26,716,700 26134436 3805 522,204
Ikhtisar Realizasi Kinerja Skpd
2.1201.1.01.0007 Evzluasi Kinerja Perangkat Daerah 2415550 26120068 6526 1293484
21281102 ﬁammh ot Bewangan eranght 1.592,141.218 10.028.413.744 86,51 1.563.727.974,87
. ; i = 1.549.826423,87
2.1801.1.02.0001 Penyedizan Gaji Dan Tunjanzan ASN 10:204.327.568 BE53.00L145 B4A1
21801.102.0002 Prtyédiazn Adnintstras Pelakesnain 1156.440.000 L146.240.000 93,17 5.600.000
Tugas ASN
N Falzksanaan Penatausahzan Dan c o
21801.1.02.0003 3 it : 14597000 BoEd B6In568
Fengujian,Verifikasi Keuangan Skpd
exfian/¥ i 14597000
: Koordinasi Dan Peryusunan Laporan ? ; =
2.1801.1.02.0005 Keuangan Akhir Tzhun Sipd 118024100 114.948.079 5739 3078021
- Fengelolaan D'an Femyiapan Bahan - - I
2.1801.1.02.0006 Tanzzzpan Femeril 51383400 51326504 5989 56.900
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Tahbel 3.3
Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2025 (Lanjutan)
Realisasi Kenangan SILFA
Nomor URATAN Tot=l Pagu
Rp e Rp
Administrasi Barang Milik Daerah
7
118.01.1.03 Pada Peranghat Daerzh B7.925.050 82.157.800 9344 L5.767.250
Rekonsiliasi Dan Penyusunan
2:1801.193.0005 Laporan Barang Milik Dasrah Pada 87.525.050 §2.157.800 95,44 5767250
Stpd
21301105 ﬁfmﬁm“ Keperman Depangier 20.122.200 19.793.739 98,37 328461
& .. Pendatzan Dan Fengolahan 4
2.1801.1.05.0003 Adinistrasi Kepeszwaian 5.643.200 9.602.089 99,51 47111
21801106 ﬁfmﬁm“ Vs Peraneess 250,509,900 234226990 93,50 16.282.910
Penyediaan Komponen Instalasi
218011060001 Listik/Pensranzan Bangunan 33.35%700 32,5244.060 53,07 305.640
Eantor
18011060005 Pesyediin Farae Cetaka Dan 45.267.200 44380380 92,04 2B6.940
Fengzandaan
Penyelenggaraan Fapat Koordinasi g ai
1.1B01.126.0000 Dan Komsaltasi Skpd 171.989.000 156.502570 91,23 15.086430
Pengadaan Barang Milik Daerah
2.18.01.1.07 Penunjang Urusan Pemerintzh 55521590 S4.667.500 9B.46 254,090
Daerah
2,18.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel 55521590 S4667.500 98,46 854.090
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
118.01.1.08 P intahan Dasrah 833.257.152 B15.810.524 97,91 17.446.628
y - Penyedizan [asa Komunilasi, - - -
2.18.01.1.08.0002 Summiber Daia Al D Lictrik 389976472 381161696 97,74 BB14776
218.01.1.02.0004 o e e 443230680 434542828 92,05 8631852
FPemeliharaan Barang Milik Daerzh
2.18.01.1.09 Penunjang Urusan Femerintahan 405975800 401,180,503 98,82 4.795.2%7
Daerah
Penyediaan [asa Pemeliharazn.
Biava Pemeliharzan Dar Pajak men a 5 n nr
2,1B.01.1.09.0001 Hendarazn F i A Z62.389.100 259.630.253 95,02 2558847
Hendaraan Dinas Jebatan
Femeliharaan Ferzlamn Dan Mesin ok - [
2,18.01.1.09.0006 Lainnya 52,226.700 &61.655.000 99,15 53LT00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarens
2,18.01.1.03.0010 Dan Prasarana Gedung Kantor Atan 81,360,000 73,655,250 97,80 1704750
Bangunan Lainnya
21802 | Frogram Pengembangan [ilim 494,622,150 490.291.948 99,12 4330202
Penanaman Modal
Penetapan Pemberian
i 4 Fasilitas/Insentif Dikidang
113.02.1.01 P an Modal Yang Menjadi 33.778.900 93.212.274 99,40 566.626
Kewenangan Daerah Provinsi
Penetapan Kebijakan Dasrah Dalam
Pemberian Fasilitas /Imsendf Dan 1010370 100103 70 100 i}
2,18.02.1.01.0001 Kemudahan Penanaman Modal
Fasdlitasi Kemitraan Yang Dilakukan
218021010003 Clek Femermtah Frovinsl £4.090.350 £3.544.004 99,62 146328
Fekomendasi Kebimkan Sektor
['zaha vang Resulasinya = 4 TRy S e
2,18.02.1.01.0004 Dihormomieasi Tarkait Perizinan 19.584.350 1.264.570 98,36 320,28
Berusaha Berbasis Resiko
2.18.03 | Program Promesi Feranaman Modal 275.308.850 265565484 95,02 13.543.366
Fenyelenggarzan Fromoesi Fenanaman
Modal Tang Menjadi Kewenangan
218.03.1.01 | DaerzhProvins 279.308.850 265565484 95,02 13.943.366
Pelaksanaan Keglatan Promost
Fenanaman Modal Kewenangan
218031000002 Provinsi 275.308.850 265965484 95,02 13.343.366
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Tabel 3.8

Realisasi Keuangan DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah TA 2024 (Lanjutan)

Nomor

URATAN

Total Paga

Realisasi Keuangan

SILFA

Rp %

Ep

2.18.03.1.01.0:003

LI1ED4

21804101

21B04.1.01.0006

218041010007

Z1B04.1.01.0007

2.18.04.1.02

21B041.02.0005

1.18.05

L1B05.1.0L

218051010004

21B0L1080002

2,1805.L0L0006

1.1E.058

218.06.1.01

Penyusunan Strategi Fromosi Penanaman
Modal Kewenzngan Provinsi

Program Pelayanan Fenanaman Modal

Penanaman Medal Yang Ruang Lingkupnya
Lintas Daerak Kabopaten /Hota

Fenyedizan Felayanan Ferizinan
Berzsaha Melalui Sistern Perizinan
Eerusaha Berbasis Risiko Terintegrast
Secara Elektronik
Pemantauan, Analisis, Evalpasi, Dan
Felzporan D Bidang Perizinan Berasaha
Eerbasiz Rizsiko
Fenyedizan Dan Pengelolzan Layanan
Konsultzs Ferizinan Berusaha Berbasiz
Rizikao
Penanaman Medal Yang Menurut
Eetentuan Peraturan Perundangan-
Undangan Menjadi Kewenangan Daerah
Prowinsi
Kpordinasi Dian Sinkromisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif Dasrah
Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah
Prowinsi

Pengawasan Fenanaman Modal

Fenyelezalan Permasalahan Dam
Hambatan Yang Dihadapi Pelaku Fzaha
Dalam Merezlizasikan Kegiatan Usahanva

Eimbinzan Te¥mis Kepada FPelzku Ussha

Program Pengelolaan Data Dan Sistem
Informasi Penanaman Modal

Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi
Perizinan Dan Non Perizinan Fenanaman
Modal Yang Terintegrasi Fada Tingkat
Daerah Provinsi
Fengolahan, Fenyajian Dan Femanfaatan
Dzta Dan Informasi Perizinan Berbasis
Sistem Felayanan Perizinan Eerusaha
Terintegrasi Secara Elekmenik

42,400,200

281.903.700

241.503.700

174899400

40,634,630

26.372.650

40,000,000

40.0300.000

145928450

145928450

103,789,500

5038550

37.100.000

68.065.250

68.065.250

68.065.230

40156700 94,71

274.283.182 9730

234.283.182 96,85

169.522.875 96,93

40.403.135 99.43

24357.112 9234

40000000 100

40.000.000 109

140.212.034 96,08

140.212.034 9608

93.722.480 95,12

4811990 95,50

36677062 5886

65.220.930 95,82

£65.22053¢ 9582

63,220,530 9582

2.243.500
7.620.518

7.620.518

3.367.525

231455

1.021538

0.000

5716416

5716416

5.067.020

216560

211436

2.B44.320

1.844320

2844320

Sisa anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1.682.068.751,-

atau dengan rincian sebagai berikut :

1.

Sisa belanja Gaji Pegawai/Tambahan

1.066.225.065,-

Penghasilan

sebesar

Sisa belanja barang jasa sebesar Rp. 117.048.016,-

Sisa belanja modal hasil negosiasi harga sebesar Rp. 854.090

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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3.3 INOVASI

DPMPTSP Sulawesi Tengah berfokus pada digitalisasi
layanan dan penguatan iklim invastasi melalui pendekatan
strategis yang terintegritas, Banua investasi yang dirancang untuk
mendorong palayanan prima serta mengintegrasikan layvanan
perizinan dengan optimalisasi potensi investasi daerah secara
efektif, Layvanan INKLING (Inowvasi Keliling) merupakan inowvasi
jemput bola untuk memberikan pelayanan perizinan secara
langsung di lapangan sehingga mempermudah pelaku usaha
khususnya UMEKM dalam mendapatkan legalitas usaha tanpa harus
datang kekentor Dinas, inovasi selanjutnya waitu Digitalisasi dan
Pengawasan Terintegritas dalam metode pengawasan perizianan
fokus utamanya ada 2 (dua) waitu Bimtek O55 RBA dan Aplikasi
Mandiri, Bimtek 055 RBA merupakan Bimbingan teknis rutin bagi
pelaku usaha berbasis resiko agar lebih transparan dan cepat
sedangkan Aplikasi Mandiri berupa pemembagan platform wab
dan system informasi pendukung guna meminimalkan hambatan

birokrasi bagi investor.

3.4 PENGHARGAAN
Penghargaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
melalui DPMPTSP yvang dipercleh pada tahun 2004 sebagai berikut :
1. Predikat A dalam SAKIP Aword 2025 Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tengah

PROVINSI SULAWESI TENGAH ﬂ
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2. penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian HKepatuahan
Penyelenggaraan Pelayvanan Publik {Opini Pengawasan
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025) dengan nilai 97,89

- Zona Hijau - Kualitas TertinggiStand Terbaik 3 Pada Indonesia
Maju Exspo dan Forum 2024

W e
PRAQAL = - SRARDAAN

3. Mendapatkan Presikan Sangat Baik atas penilaian kKinerja pelayan
Penghargaan Mitra Asesment Bank Indonesia Sulawesi Tengah
Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas Kontribusi Pelaksanaan
Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah di Sulawesi

Tengah.
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4. Peringkat 5 pada Penganugarahaan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi
Sulawesi Tengah tahun 2025. dengan nilai 93 sebagai Organisasi Perangkat

Daerah Informatif

PROVINSI SULAWESI TENGAH
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik
kesimpulan wyang terkait dengan akuntabilitas kinerja DPMPTSP

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024, sebagai berikut:

1. Target Indikator Kinerja DPMPTSP pada tahun 2025 belum dapat
tecapai dikarenakan Guncangan Finansial Investor Global:
Kebangkrutan atau masalah finansial pada induk perusahaan di
negara asal (contoh: kasus Jiangsu Delong di Tiongkok)
menciptakan risiko operasional besar pada unit di daerah,
termasuk ancaman terhadap keberlanjutan PT GNI, Oversupply &
Koreksi Harga: Surplus nikel global sebesar 209.000 ton
menyebabkan harga nikel tertekan (CNBC Indonesia), memicu
sikap wait and see investor untuk ekspansi lini produksi baru,
Kepatuhan ESG dan Sanksi Lingkungan: S5anksi dari KLHEK
terhadap beberapa perusahaan di Morowali terkait pelanggaran
aturan lingkungan hidup (Antara News) menciptakan sentimen
negatif di pasar modal global dan Transisi Regulasi:
Implementasi PP No. 28 Tahun 2025 membawa perubahan
fundamental pada sistem 055 RBA, wang pada fase awal
menyebabkan pelambatan administrasi perizinan teknis (Media
Justitia) walaupun target indikator belum tercapi tetapi Sulawesi
Tengah nasuk dalam 5 (lima) besar Nasional dan Sulteng juga
berada di posisi pertama untuk Investasi Hilirisasi dengan nilai
mencapai 110 triliun

2. Realisasi investasi di tahun 2025 mencapai Rp. 127,209,764,

triliun atau 90.86% Jumlah investor berskala nasional tahun 2025

PROVINSI SULAWESI TENGAH ﬂ
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adalah 2700 proyek atau sebesar 98.18%, Kenaikan /Penurunan
Nilai Realisasi PMDN mencapai 7,992 Milyar rupiah atau sebesar
173.735 dan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja sejumlah 18
orang/Perusahaan atau 35.12%

3. Realisasi keuangan tahun 2025 adalah BRp. 13.311.830.381,-
atau 88.87% dan realisasi fisik 100%.

4. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh DPMPTSP di tahun 2024
sebanyvak 4 (empat) vaitu Predikat A dalam SAKIP Aword 2024
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 1. Penghargaan
Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuahan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan
Publik Tahun 2024) dengan nilai 97,89 - Zona Hijau - Kualitas
Tertinggi, Penghargaan Mitra Tengah tahun 2025. dengan nilai 93
sebagai Organisasi Perangkat Asesment Bank Indonesia Sulawesi
Tengah Tahun 2025. sebagai Apresiasi atas HKontribusi
Pelaksanaan Asesmen dan Penguatan Ekosistem Investasi Daerah
di Sulawesi Tengah dan Peringkat 5 pada Penganugarahaan
Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Daerah

Informatif.
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4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam rangka perbaikan

penyusunan rencana kinerja di tahun vang akan datang antara lain

sebagai berikut:

1.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi
terkait di Bidang Penanaman Modal baik di Tingkat Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan secara
efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya dana.

Perlu adanya ketepatan dalam penentuan indikator dan target
kinerja dari masing-masing kegiatan. '
Peningkatan kapasitas melalui Bimtek atau pelatihan khusus

untuk mendukung efektivitas sistem pelayanan.
Demikian Laporan Kinerja (LKj) DPMPTSP Provinsi Sulawesi

Tengah Tahun 2025 ini disusun, dan semoga dapat menggambarkan
pelaksanaan kegiatan DPMPTSP TA. 2025 dan dapat dijadikan bahan
']

masukan untuk perencanaan tahun berikutnya.

Palu, 01 Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpad u Pintu
Provinsi Sulawesi Tensah

Pembina Utama Madya IV/d
NIP. 19710423 200003 1 002
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama ©  MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama . ANWAR HAFID

Jabatan . Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak Pertama berjanji

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab kami;

2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan
keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
GUB /;WRMWES' TENGAH KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANA .f READU SATU PINTU PROVIN
- " .:q_*_';a:- TENGAH
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target ;
1 | Meningkatnya Nilai Jumiah Nilai Investasi Berskala Nasional| 140.000.000
Investasi yang (PMDN/PMA) (Rp) .
Berkualitas i
Jumiah Investor Berskala Nasional 2.750 |
(PMDN/PMA) (Proyek)
Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi 4,600
PMDN (Milyar Rupiah)
Rasio Daya Serap Tenanga 51 1
Kerja(Orang/Perusahaan)
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan APBD
Rp.
Daerah Provinsi P- 13.974.405.189,00
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal  Rp. 479.604.000,00 APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal Rp. 201.384.300,00 APBD
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Rp. APBD
s b 123.978.450,00
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal Rp. 68.065.300,00 APBD
8. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 162.624.950,00 APBD
TOTAL ANGGARAN RP. 15.010.062.189,00
Palu,is September 2025
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH KEPALA DINAS PEHANAMAN WQDAL DAN
e B PELAYANAN TEE PROVINSI




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sckretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, 8.50s.M.Si

Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 SEPTEMB 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTUPROVINSI SULAWESI TENGAH

— A

OH. RI s..M.S NURHALIS M M.
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Tk.l
Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19720902 200003 1 004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTUPROVINS| SULAWESI TENGAH
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|
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT KERJA SEKRETARIAT
TAHUN ANGGARAN 2025
No. Sasaran Program dan Kegiatan Indikator I’rngrh dan Kegiatan Target
(1) (2) (3) 4)
| |Meningkatnyva Kualitas Tata Kelola Indeks RB Perangkat Dearah 68 Indeks
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal
- Meningkatnya kualitas perencanaan, - Nilai SAKIP Perangkat Daerah 86 Nilai
Pengukuran, evaluasi dan pelaporan
- Meningkatnya Kualitas administrasi Keuangan | - Persentasi Realisasi Anggaran
Perangkat daerah dalam menyelesaikan tindak 97%
lamjut hasil Pemeriksaan (TLHP)
- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang - Jumlah Laporan Pengelola Barang Milik 1 Lap
Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Daerah
- Meningkatnyu Profesionalisme ASN Perangkat | - Indeks Profesionalitas ASN Peranghat 1 Lap
Daerah Daerah dan Terbinanya ASN tentang
internalisasi core values ASN
RorA KT 4K
- Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan - Nilai capaian Pelaksanaan Pembangunan Z1 100%
Zona Integritas (Z1)
- Meningkatnya Pengawasan Kearsipan Internal | - Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan 100%
Digital Perangkat Daerah
- Meningkatnya Kematangan SPBE Peranghkat - Nilai Kematangan Penerapan SPBE dan 100%
Dacrah Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah
- Jumlah Paket Komponen Instalasi - Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan 1 Lap
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang lasa
disediakan
- Meningkatnya Kualitas Produk Hukum dan - Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi 1 Lap
tindaklanjul laporan pengaduan pada Perangkat Hukum Perangkat Daerah dan Laporan
Daerah Pengaduan melalui SPAN Lapor
- Meningkatnya Tata Kelola Pengadaan - Jumiah Laporan Pengadaan Barang Milik | Lap
Barang/lasa Perangkat Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, - jumln!;'t Laporan Penyediaan Jasa penunjang | Lap
Sumber daya air dan listrik yang disedlakan Urusan Pemerintahan Daerah
= Meningkatnya pemeliharaan barang miiik = Jumlah Laporan pemeliharaan Barang Milik | Lap
daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
= Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PTSP 100%
Perangkat Daerah
PROGRAM & KEGIATAN ﬁH{iﬁM KETERANGAN
1  Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 13.974.405.189 APBD
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rp. 238,846,300
Pernngkat Dacrah
TOTAL Rp. 238.846.300




| Kegiatan Administrasi Kevangan Perangkat [Jaerah Rp. 12.155.378.322
2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Rp. 24.525,050
Daerah
TOTAL Rp. 12.179.903.372
| Kegistan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 59.822.200
2 Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah Rp. 211.083.600
3 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Rp. 11.982.000
Pemerintah Dacrah
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Rp. R92.331.917
5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan  Rp. 380.435.800
Pemerintahan Daerah
TOTAL Rp. 1.555.655.517
TOTAL ANGGARAN Rp. 13.974.405.189
Palu, 22 september 2025
Kepals Dinas Penanaman Modal Dan Sekretaris
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal Dan
Provinsi Sulawesi Tengah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng
MOH. RIFANL, S.S0s..M.Si NURHA S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Madya (I'V/d) Pembina Tk. |

Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19720902 200003 1 004




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama : AFDHALIA SE. MM

Jabatan : Plt.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Lklim
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, §.80s. M.51

Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Pit. KEPALA BIDANG PERENCANAAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU IKLIM P MODAL

PINTUPROVINSI SULAWESI| TENGAH

e

MOH, RIFANI, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina IV/a
Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19740928 200212 2 001




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAY ANAN I'ERPmu SATU PINTU (DPMIFTSP)
UNIT KERJA : BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN [KLIM PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 1 2025
No. Sasaran Program dan Kegintan Indikator Program dan Kegiatan ' Target
L] 2) [£]] ' (4)
i Meningkatnys Kualitas Perencanuan Persentase Kualitas Dokomen Perencanann nvestasi
Invostasi Sulawesi Tongah 0%
Meningkmnyn Kualitas informasi | - Persentase Dokumen Perencanaan Pelpang investasi yang fersedia 100%
Potensi Investasi '
Meningkatnya Fasilitasi Insentil - Persentase Permintann pemberian Insentif dan kemudahan
dan kemudahan Penansman Modal penanaman modal yang ditindaklanjuti sesual dengan Ketentuan 100%
PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp.  479.4604.000
| Penctapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Rp. Th.A50.900
Kewenangan Dacrih Provinsi
2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Rp..  405.153.100
TOTAL ANGGARAN 479.604.000

2025

Palu. . 99 september
Pit Kepals Bidsfy

Kcpala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengsh

s

MOH. ML 8. M.5
Pembina Utaiie Muodya (TV/d)
Nip, 19710423 200003 1 002




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

MNama : MOH. RIFANI, S.So0s.,M.Si

Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya discbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 2025
PIHAK KEDUA, AT A% BEEAARTA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KEPALA BIDANG
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROMOS| PENANAMAN MODAL

PINTUPRO | SULAWESI TENGAH
@Y,
MOH. RIFANL, S.50s.M.Si ; |
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Tingkat |
Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19680320 200003 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA ¢ BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL
TAHLIIN ANGGARAN 2023
]
Na. Sasaran Program dan Keglatan Indikator Program dan Kegintan Target
(1) 2) 13) | 4)
1 Meningkatnys Kualitas Strategi Persentase Kualitus Strategi Promosi Pe | Madal
Promosi Penanaman Modal 100%
- |Meningkatnya Akses Informasi Potensi | - Persentase Informasi Potensi Investasi yang dapat diakses
Investasi 161
- |Meningkatnya Peminat Investusi dad | - Persentase Peminat lnvestas! darl K Promosi
Kegiatan Promosi ' 100%
PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KET
I Program Promosi Penanaman Modal Rp- 201.384.300 APBD
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Rp. 201.384.300
Kewenangan Daerah Provinsi
TOTAL ANGGARAN 201.384.300
Peli. 22 september 2%
Kepala Dinas Penunaman Modal Dan Kepala Bidang
Polayanan Terpadu Satu Pintu Promosi Penanaman Modal
Provinsi Sulawesi Tengsh
<
MOH. RIFANL S.80s..M.8i Ir. MARLINA NIRWANA, M.Si
Pembina Utama Madva (IV/d) Pembina Tinghat [

Nip. 19710423 200003 1 002

Nip. 19690320 200003 2 003




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENG&I|-I

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : OSIANA, SH.M.Si
Jabatan : Pit. Kepala Bidang Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, 8.So0s.,M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025
PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PENANAMAN MO
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTUPROVINSI SULAWESI TENGAH

Plt KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DATA
DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

Gl t k-

MOH. RIFANL, S.Sos.M.Si OSIANA, SH.M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina

Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19721027 200212 2 004




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKFD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : BIDAMG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PEHANATM' N MODAL
TAHUN ANGGARAN 1 2025
No. Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan Target
(1) 2) (&) (4
1 Meningkatnya Kualitas Data & Informasi PPersentase Kualitas Data & Informasi B Modal, Perizinan
Penanaman Modal, Perlzinan dan non dan non Perizinan 100%
Pecizi
- Meningkatnys Kualitas Data PMA dan - Perseninse Kunlitas Data PMA dm!.'PMDN 100%
- :lﬂn“gt.uﬂyn Pengelolaun Data Nomor lein| - Pementase Pengelolaan Data N Izin Berusaha (NIB), Data -
Berusaha (NIB}, Data Proyek dan Stok Proyek dan Stok Investasi Tahun Bérjalan di Prov, Sulteng 3
- Meningkatnya Kualitas Analisa Data PMA | - Perseniase Kualitns Analiss Data PMA dan PMDN Kabupaten
dan PMDN Kabupates/ Kota Prov. Sulteng | Kot Prov. Sulteng ' | 300%
PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KET
I Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Rp. 68.065.300
APBD
| Kegiatan Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Rp. 68.065.300
Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Dacrah
Provinsi
TOTAL ANGGARAN 68.065.300
Palu, 22 september 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PlLKepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengolohan Data dan Informasi
Provinsi Sulawesi Tengah Penanaman Modal
(/"— m
MOH. RIFANI, S.S0s. M.Si OSIANA, SH.M.Si
Pembinn

Pembinu Utnma Madya (1V/d)
Nip. 19710423 200003 | 002

Nip. 19721027 200212 2 004




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, ransparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :NOVAL A, SE. MM

Jabatan : Pit. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.S0s..M.Si
Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami,

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Pit KEPALA BIDANG
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PINTUPROVINSI SULAWESI| TENGAH PEN MODAL
/ \
e I, S.Sos L7
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina IV/a

Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 18761024 200502 1 002




LAMPIRAN PERJANIIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSE)
UNIT KERJA : BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN FEHANA}AIAN MODAL
TAHUN ANGGARAN : 2025
|
N, Sasaran Program dan Keginian Indikator Program dl+ Kegintan Target
() 2) 3) ; (4)
1 Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha | |Persentase Kepatuhan Pelakue Usaha FH[?N terhadap ketentuan
terhndap ketontuan Penanaman Modal Penanaman Modal %
= Meningkatnya pengawasan terhadap | - Persentase proyek PMDN yang dilakul‘hm pengawasan 0.04%
proyek PMDN i
- Meningkamya Pelaksannan Fasilitasi | - Persentase Fasilitasi Perminiaan mebhmm Permasalahan dan
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Pelaksanaan Investasi 100%
Hambatan Pelaksanaan Investasi
- Meningkatnya pemantauan terhadap - Perseninge proyek PMDN yang dilakukan pemantauzn
provek PMDN 22%
- Meningkainya Pembinaun Pelaku - Persentise Pelaku Usaha PMDN yang diberikan pembinaan
28%
Usatha PMDN
PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KET
1 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 123.978.450
F APEBD
| Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi  Rp. 123.978.450
Kewewenangan Daerah Provinsi
TOTAL ANGGARAN Rp. 123,978.450

Palu. 22 september 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pit. Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ian Pelaksanaan PM
Provinsi Sulawesi Tengah
mmw\) NOVAL A.SE.MM
Pembina Utama Madya (I1V/d) Pembina [Via

Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19761024 200502 1 002




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROHANA JUSUF DJAFARA, SH

Jabatan : Plt.Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, §.S0s.,.M.Si

Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PITHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL Plit. KEPALA BIDANG
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PINTUPROVINS| SULAWESI TENGAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
MOH. RIFANI Si ROHANA JUSUF DJAFARA, SH
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina (IV/a)

Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19741028 200112 2 003




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERIA

SKPD 1 DINAE PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTU (DPMFTSP)
UNIT KERJA :  BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
TAHUN ANGGARAN 1 2025
|
No. Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegiatan Target
0] @) o | ' )
| Meningkainya Penyelenggaraan Perseniase penyelengparaian pelayanan perizinan dan nonperizinan
Pelayanan Perizinan dan sesua| keteniuan pernturan pemndmg-m?ngmlhﬂﬂlkﬂm 100%
Nonpenzinan Sesuni Ketentoan daerah Provin
Peraturun Perumdang-Undangan |
- Meningkatnva Pelayanan I’wixlnml = Perseniase Permohonan Perizinan dan Nonperignan vang 100%
Bemsaha dan Monperizinan diterbitkan rerverifikasi dan terbit m'fmmit
PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KET
Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 109.660.650 APBD
1 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang - Rp. 109.660.650
undagan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
= Sub Kegintan Penyedisan Pelaynnan Perizinan Berusaha melalui Rp. 89.660.650
Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi sccama
Elektronik
- Sub Kegistan Koordinasi dan Sinkronisasi Penctapan Pemberian Rp. 20.000.000
Fasilitas/Insentif Daerah
TOTAL ANGGARAN Rp. 109.660.650

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Tetpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah

> aiali

MOH. RIFANL, S.80s.,M.5i
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19710423 200003 1 002

Palu, 22 september 2025

Pit.Kepala Bidang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan &

MNon Perizinan

BESE 9

Pembina (1V/a}
Nip. 19741028 200112 2 003




|
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SISKA, 5.50s, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : MOH. RIFANI, S.S0s.,M.8i

Jabatan : Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah

selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL KEPALA BIDANG
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN
PINTUPROVINS| SULAWESI TENGAH PELA N LAYANAN

MOH. RIFANI, S.So0s..M.Si SISKA, S Si
Pembina Utama Madya (I\V/d) Pembina Tkt |

Nip. 19710423 200003 1 002 Nip. 19671107 198903 2 006




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Nip. 19710423 200003 1 002

SKPD - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT KERJA 3 BIDANG PENGADUAN, KEBJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
TAHUN ANGGARAN . 2025
Iﬂn. Sasaran Program dan Kegiatan Indikator Program dan Kegintan Target
{1 (2) (3 4
1 |Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan |Persentase Kualitas Pelayanan Pengaduan Perizinan dan 100%
Perizinan dan Non perizinan Nonperizinan
- Meningkatnya layanan konsultasi - Persentase layanan konsultasi penyelenggaraan 100%
penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan berusaha dan nonperizinan
nonperizinan
-  Meningkatmya Kualitas Penanganan = Persentuse Penanganun Pengaduan Layanan 100%
Pengaduan Layanan Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha dan Nonperizinan,
dan Nonperizinan
PROGRAM, KEGIATAN ANGGARAN KET
I Program Pelayanan Penanaman Modal Rp. 52.964.300
| Kegiatan Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Dacrah Rp. 52.964.300 APBD
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Ep. 40.634.650
" Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sub Kegiatan Penyediaun dan Pengelolaan Layanan konsultasi Perizinan Ryp. 12.329.650
" Berusuha Berbasis Risiko
TOTAL ANGGARAN Rp. £2.964.300
" Palu,22 september 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Kepala Bidang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengaduan, Kebijakan dan
Provinsi Sulawesi Tengah Layanan
{ v,
MOH. RIFANL S8.S0s.,M.5i SISKA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (TV/d) Pembina Tkt [

Nip. 19671107 198903 2 006




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TITIK ERNAWATI, SE., MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya discbut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan cvaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

F‘all.l, 22 SEFtEﬂ.ber 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAI KEPALA SUB BAGIAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU KEUANGAN DAN ASSET

PINTUPROVINSI SULAWESI TENGAH

b .

NURHALIS M. LAUSE . 5.Pd. M.Pd TITIK ATI, SE
Pembina Tkt. | Pembina

Nip. 19720902 200003 1 004 Nip. 19680511 198003 2 007




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD :  DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA ¢ SEKRETARIAT |
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET
TAHUN ANGOARAN r 2028
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub uq;-1+ Target
{1) {2 £} ' | f4)
1 - Tersedianya Administrasi Pelaksansan = Jumiah Dokumen Hasil wad'-iunhl_ﬁ:ﬂ'fn.lhm 1 Dokumen
Tugas ASN ' |
- Terverifikasinya Dokumen Pertanggung - Jumlah Dokumen Penatmmsaham dan Pengujian/Vedfikas | 305 Dokumen
Jwwabun Keuangsn SKPD | |
Terdistribusinys pembayaran Gajl, - Jumlah Orang yang Menerimab Gaji dagt Tunjangan ASN 100 Orang/Bln

Tumangan dan TPP. (Tersusunmya
Dokwmen psulan gaji den mmjangan ASN)

- Tersustunnya Dokumen Baban tnggapan = Jumlith Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak 1 Dokumen
dan tindak lonjul hasil pemeriksaan Lanjul Pemerikcsann
= Tersedinnyn Laporan Keuangan = Jumlsh Laporen Keusngan Akhir Tahun SKPD don Lapotrun 1 Loporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kewsngan Akhir
‘Tahun SKP1Y
. Tersedianya Laporan Keuangmn = Jumlsh Laporen Kevangen Bulanwn Triwalan/Smesteran 18 Laporan
Bulanan/TriwnlanSmesteran skpd dan SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Laporun Koordinasi Peryusunan Laporan Keusngasn BulsnunTriwolonSmesterun SKPFD
Keumgan Bulanan/Trivulan/Smesteran
SEPD
2 . Tersusunnyn dokumen Rekonsiling dun - Jumiah Laporan Rekonsiliasi dan Pemyusiman Lsporan i1 Laporan
laporan barang milik daerh pada SKPD Barang Milim Daerzh pada SKPD
SUR KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
| Sub Kegiaten Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10.360.330.672 APBD
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanann Tugas ASN Ep 1.67T8.320,000
Sub Kogiatan Pelaksannan Penatairashasn dan Pengujian / Verifiknsi Rp. 14.997,000
Keusngm SKPD
4 Sub Kegiston Koordingsd dan Penyosonm Lapormn Keoangan Akhir kp. i7.028.100
Tahun SKPD
5  Sub Kegistan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Rp. 18233.400
Pemeriksann
6  Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusman Laporsn Keunigan Rp 46.469.150
Bulsnan Triwnlsnan Semestersn SKFD
T Sub Kegestan Rekonsillasi dan Penyusunan Leporan Barnng Milik iy 24.525.050
Daerah pada SKPD
TOTAL ANGGARAN Ry 12,179.993.372
Palu, 22 september 2025
Sekretaris Kepala Sub Bagian
Dinas Penanaman Modal Dan Keuangan dan Asset

Pelaysnan Terpudu Satu Pintu Prov. Sulteng

-
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE., M.P.W.P
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi vang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu. 22 Eeptem'hﬂr 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL KEPALA SUB BAGIAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROGRAM

PINTUPROVINSI SULAWESI TENGAH

—

NUR M. LAU NG M.Pd IRWAN DWI SUKANDA PUTRA RIOEH, SE. M.P.W.P
Pembina Tkt. | ~ Penata Tingkat |
Nip. 19720802 200003 1 004 Nip. 19820918 200701 1 005




LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT KERJA : SEKRET
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN PROGRAM
TAHUN ANGGARAN : 2025
No. Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target
(1) (2) (3) 4)
I |- Tersusunya dokumen bukti dukung dalam - Jumlah Dokumen perencanaan peranghkat 9 Dokumen
E- Sakip Reviu (ESRKemenpan daerah
= Tersusunnya dokumen capalan IKU - )
I
parsngkat Dsarah Jumiah taporan capaian IKU PD 1 Laporan
= - ks M Probis
Tersusunya dokumen MR dan Probis Murnish dokumen MR dan y9 2 laporan
tersusun
- Terlaksananya Evalussi Kinerja Perangkat - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | Laporan
Duerah Perangkat Daerah (1 Laporan)
- Terkompilasinya Dokumen Penilaian - Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja PTSP | Laporan
Kinerja PTSP di Perangkat Daerah Terkait di Perangkal Daerah Terkait yang
terkompilasi
SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Sub Kegistan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Duerah

2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKFD
3 Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah
TOTAL ANGGARAN

Sekretaris
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulteng

— b

Pembina Tk.'1
Nip. 19720902 200003 1 004

Rp. 179.995,350 APBI
Rp. 24.216.700
Rp. 33.634.250
Rp. 238.846.300
Palu, 22 september 2025
IRW MP.W
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PPMPTSP)
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FEBRIANTI MAKARAU,ST.MM
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NURHALIS M. LAUSELANG, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Sekretaris DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah
selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 september 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAI KEPALA SUB BAGIAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU KEPEGAWAIAN DAN UMUM

PINTUPROVINSI SULAWESI TENGAH

e

: Penata Tkt |
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD i DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
SUB UNIT KERIA : SUB BAGIAN KEFEGAWAIAN DAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 1 2025
N, Sasaran Sab Kegiatan Indikator Sub Kegintan Target
(1) @) @ (4)
1 = Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan | - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan "
Administrasi Kepegawaion Administrasi Kepegawaian * Bomnmen
- Tesupdstenya data Kuealifikasi, - Jumlah data Kualifikssi, kompetensi, kinerja dan tl'uiplin
kompetensi, kinerja dan disiplin ASN ASN vang terupdate ' 1 Dokumen
= Terbinanyn ASN rentang internalisasi core » Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi coro 1 Dishian
values ASN BerAKHLAK values ASN BerAKHLAK
- Terlaksananya Pendidkan dan Pelatihan - Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang b
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mengikuti pendidikan dan Pelatihan _ ™
= Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat - Jumlah Laporan Penyelenggarsan Rapat Koordinasi dan ok ocin
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD
2 - Terkompilasinys Dolkumen Pemenuhan = Jumlsh Dokumen Penilainn £ona Imegritas yang
LKE Fembanguan Z1 terkompilnsi 1 Dokumen
3 - Terkelolanya arsip dinamis Berbentuk - Persentase wrsip dinamis Berbentuk Fisik dan Digital =5
Fisik dan Digital Perangkat Dacrah yang dikelola e
- Terkelolonya arsip statis Perangkal Daerah| - Persentase arsip statis yang dikelols e
4 - Tersusunnya dokumen arsitektur SPRE - Jumiah dokumen arsitekiur SPHE dan Rosdmap i
dun Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Penerapan SPRE vang tersusun doRsmgn
w0 - o
lersedianya daota sekiorn] perangkut Jumlah Inporan daia sekioral A e
5 - Tersedianya Komponen Intalasi - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan S
Listrik/Penerngan Bangunan Kantor Bangunan Kantor yang disediakan
- Tersedianya Barang Cetakan dan = Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadiin vang 1 Paket
Pengadaan disediakan
6 - Tersusunnya produk hukum (Pergub, - Jumlah produk hukum yang disusun L Eagocan
FERDA, dl) perangkat dacrah
- 'Tertanganinya pengaduan masyarakat - Persentase pengaduan masyarakal melalui SPAN Lapor 3 A
melalui SP4AN Lapor yang ditindak lanjuti ¥
7 - Tersedisnys Kendarasn Perorangan dinas - Jumlah unit kendaraan perorangan dinns atnu kendardan i
atsu Lkendaraan Dinas Jabatan jabatan yang disediakan =
Tersediznya Mebel - Jumlah Paket mebel vang disediakan 41 unit
- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya - Junilah unit peralatan dan mesin lninnya yang discdiakan 11 Unit
8 - ‘Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber - Jumlsh laporan penyedia jasa konmunikasi, sumber daya 1 Bakkionan
daya air dan listrik wir dan listrik yeng disediakan
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum - Jumlah laporan Penyedisan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Lsporan
Kantor yang disediakan
9 = Terpeliharanya Kendarnan Dinas - Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas 82 unit
Operasional atou Lapangan yang jabatan vang di pelihara dan dibayarkan pajaknya
~  Terpelibaranys Peralatan kanior dan - Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 66 Unit
Mesin lainnya
Terlaksananys Pemalibaraan/Rehobilitasi - Jumish Serano don Prasamno Gedung Kantor atau 3 Unit
Sarana dun Prasarana Gedung Kantor atau bangunan hhnylym!dipnlﬂwuww
10 = Tersusunnya dokumen kebijakan - Jumlah dokumen kebijakan pelsyanan yang disusun $ Heielanctn
pelayanan (SP, MP, dan laporan SKM) 5
Terukurnya SKM pada layanan Perangkat - Jumlah jenis layanan vang diukur dengan SEM
Daerah 1 dokumen




SUB KEGIATAN ANGGARAH KETERANGAN

| Sub Kegiatan Pendatagn dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp. 9.649.200 APBD
2 Sub Kegistan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasurkan Tugas dan Rp. 50.173.000
Fungsi |
TOTAL 59.822.200
3 Sub Kegistan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Rp. 17.606.900
Sub Kegintan Penyedinan Barang Cetakan dan Penggandasan Rp. 36.759.700
Sub Kegintan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 156,717,000
TOTAL 211.083.600
6 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp 11982000
TOTAL 11.982.000
7 SubKegistan Penyediazn Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 480977 352
8 Sub Kegiatan Penyediasn Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 411.354.565
TOTAL 892.331.917
9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemelibaraan, Biayn Pemeliharaan dan Pajak Rp. 286.599.100
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan
10 Sub Kegistan Pemeliharann Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 44.956.700
11 Sub Kegiaton Pemelihaman/Rehabilitasi Sarann dan Prasamana Gedung Rp. 48.880.000
Kantor atau Bangunan Lainmya
TOTAL 380,435,800
TOTAL ANGGARAN Rp. 1.555.655.517
Palu, 22 september 2025
Sekretaris Kepala Sub Bagian
Dinas Penanaman Modal Dan Kepegawaian dan Umum
Pelayanan Terpadu Saiu Pintu Prov, Sulieng
\_Jl& @\’L (L
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